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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-
Nya buku Cakrawala Hukum Progresif: Menjawab Tantangan Keadilan
dari Berbagai Disiplin ini dapat hadir di tengah masyarakat hukum
Indonesia. Saya menyambut gembira terbitnya buku ini, yang sebagian
besar ditulis oleh para kandidat doktor Program Doktor [lmu Hukum
Universitas Diponegoro.

Buku ini terbit pada saat yang tepat. Sejak 2 Januari 2026 kita
telah meninggalkan Wetboek van Strafrecht warisan kolonial dan
memberlakukan KUHP Nasional, disusul KUHAP baru. Namun,
pembaharuan hukum tidak selesai dengan pergantian teks undang-
undang. la baru bermakna apabila diikuti pembaharuan cara berpikir
(ilmu), cara menafsirkan, dan cara menegakkan hukum.

Gagasan hukum progresif yang dirintis almarhum Prof. Satjipto
Rahardjo, "hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum®”,
ternyata tidak membeku menjadi slogan. Buku ini memperlihatkan
bahwa gagasan itu terus didialogkan dan diuji di berbagai bidang:
hukum pidana dan sistem peradilan pidana, hukum tata negara dan
hak asasi manusia, hukum agraria, lingkungan dan tata ruang, hukum
adat, perdagangan internasional, hingga tantangan disrupsi teknologi.
Keragaman ini menunjukkan bahwa keadilan memang tidak dapat
dijawab oleh satu disiplin saja.

Pembaharuan hukum, sebagaimana sering saya sampaikan, harus
ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan
(policy-oriented approach) sekaligus berorientasi pada nilai (value-
oriented approach). Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada law
enforcement, tetapi harus menjadi justice enforcement. lde
keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan individu, antara
perlindungan korban dan pembinaan pelaku, serta antara kepastian
dan keadilan, yang kini dianut KUHP Nasional, menuntut aparat
penegak hukum untuk tidak sekadar menerapkan pasal, tetapi juga
menimbang nilai.
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Satu hal yang patut dihargai dari buku ini adalah kesadaran
bahwa hukum progresif memerlukan batas. Hukum progresif bukan
izin untuk menyimpangi undang-undang atas nama keadilan menurut
selera masing-masing. Keberanian menafsirkan harus diimbangi
argumentasi yang dapat diuji, dan tafsir itu harus tetap berpijak pada
nilai-nilai Pancasila serta keseluruhan sistem hukum nasional. Tanpa
pijakan tersebut, ruang diskresi yang luas mudah berubah menjadi
kesewenang-wenangan baru. Demikian pula, perbandingan dengan
sistem hukum negara lain hendaknya dipakai untuk memperkaya,
bukan untuk dicangkokkan begitu saja.

Saya juga menitipkan harapan agar gagasan-gagasan dalam buku
ini tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi terus diuji secara
empiris, terutama terhadap praktik peradilan setelah berlakunya
KUHP dan KUHAP Nasional, serta dikembangkan dengan pendekatan
yang integral antara kebijakan penal dan nonpenal.

Akhirnya, saya mengucapkan selamat kepada para penulis dan
penerbit. Semoga buku ini bermanfaat bagi akademisi, mahasiswa,
penegak hukum, pembentuk undang-undang, dan siapa pun yang
peduli pada wajah keadilan di negeri ini, agar hukum Indonesia makin
berwatak Pancasila, berpihak pada manusia, dan bertanggung jawab
kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Semarang, Oktober 2026

Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.
Guru Besar Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
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Buku yang ada di tangan Pembaca saat ini adalah karya yang
didedikasikan kepada Prof. Dr. Sukirno, S.H., M.Si.,, seorang
akademisi yang baru saja merampungkan masa bakti
kepemimpinannya pada Program Doktor [lmu Hukum Universitas
Diponegoro (PDIH Undip), Semarang. Karya ini adalah bentuk
penghormatan para mahasiswa program doktor hukum tersebut atas
keberhasilan beliau memimpin PDIH Undip selama ini.

Prof. Dr. Sukirno, S.H., M.Si., dikenal luas merupakan pakar yang
menekuni bidang hukum adat, hak ulayat, kebudayaan hukum (legal
culture), kearifan lokal (local wisdom), dan antropologi hukum.
Bidang-bidang tersebut mempunyai arti penting dalam
perkembangan ilmu hukum Indonesia, terutama ketika hukum
dihadapkan pada kenyataan bahwa masyarakat yang menjadi tempat
berlakunya hukum tidak pernah memiliki corak kehidupan sosial dan
kebudayaan yang sepenuhnya seragam.

Tulisan-tulisan yang terhimpun dalam buku ini memang tidak
seluruhnya berada dalam wilayah hukum adat atau antropologi
hukum. Sejumlah tulisan berwacana tentang hukum pidana,
ketatanegaraan, hak asasi manusia, hukum lingkungan, hukum
agraria, perdagangan internasional, dan transformasi teknologi.
Keberagaman tersebut justru memperlihatkan bahwa persoalan
hubungan antara hukum dan kehidupan sosial tidak terbatas pada
satu cabang ilmu hukum. Dari persoalan pertanggungjawaban pidana
hingga perdagangan internasional, dari hak ulayat hingga kewenangan
Presiden, dari penyidikan hingga tata kelola lingkungan, selalu
terdapat pertanyaan yang berulang: untuk siapa hukum dibentuk, atas
dasar apa kekuasaan hukum memperoleh pembenarannya, dan
bagaimana hukum dapat mempertahankan kebermaknaannya ketika
kehidupan masyarakat terus berubah?

Untuk memahami keberagaman pemikiran tersebut, prolog ini
akan terlebih dahulu menempatkan hukum progresif sebagai benang
merah yang menghubungkan keseluruhan karya, kemudian menelaah
hubungan antara hukum sebagai tatanan normatif dan hukum sebagai
kenyataan sosial. Dari landasan tersebut, pembahasan bergerak
kepada dinamika hukum adat, persoalan hak ulayat dan keadilan
agraria, serta tanggung jawab ekologis dalam pengelolaan sumber
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daya alam. Perhatian selanjutnya diarahkan kepada kebudayaan
hukum dan legitimasi kekuasaan, pertanggungjawaban pidana yang
berorientasi pada kemanusiaan, serta tantangan hukum dalam
menghadapi perkembangan teknologi dan tatanan global
Keseluruhan pembahasan ini kemudian diakhiri dengan catatan
reflektif mengenai pentingnya mempertemukan kepastian hukum,
keadilan, dan kepekaan terhadap keberagaman kehidupan masyarakat
sebagai bagian dari ikhtiar pengembangan ilmu hukum yang sejalan
dengan semangat pengabdian Prof. Sukirno.

Salah satu persoalan yang sejak lama menyertai perkembangan
ilmu hukum adalah hubungan antara hukum sebagai tatanan normatif
dan hukum sebagai kenyataan sosial. Persoalan ini tampak sederhana
apabila keduanya dipahami sebagai dua wilayah yang sepenuhnya
terpisah. Namun, dalam kenyataannya, pemisahan tersebut tidak
pernah dapat dipertahankan secara mutlak. Dalam pendekatan
normatif, hukum dipahami melalui ketentuan, asas, konsep, dan
hubungan antarnorma yang membentuk suatu tatanan. Pendekatan
demikian diperlukan untuk menjelaskan keberlakuan hukum,
menentukan hubungan kewenangan, merumuskan hak dan
kewajiban, serta menyediakan ukuran bagi penilaian terhadap suatu
tindakan. Tanpa dimensi normatif, hukum akan kehilangan
kemampuan untuk memberikan pedoman dan menjaga konsistensi.
Akan tetapi, hukum yang telah dirumuskan secara normatif tidak
berhenti sebagai suatu susunan proposisi. la memasuki kehidupan
masyarakat, berhadapan dengan kepentingan, kebiasaan, keyakinan,
ketimpangan kekuasaan, serta berbagai pengalaman manusia yang
tidak selalu dapat diperkirakan sebelumnya. Pada titik inilah muncul
kemungkinan perbedaan antara hukum sebagaimana dirumuskan dan
hukum sebagaimana dijalankan.

Dalam tradisi sosiologi hukum, Eugen Ehrlich mengembangkan
perhatian terhadap hukum yang hidup (living law), yakni hukum yang
senyatanya terjadi di dalam hubungan-hubungan sosial. Gagasan ini
memperlihatkan bahwa pusat perkembangan hukum tidak harus
selalu ditemukan dalam legislasi maupun putusan pengadilan, tetapi
juga dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Masyarakat
membangun Kketeraturan melalui berbagai bentuk hubungan dan
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harapan timbal balik, yang sebagian darinya berkembang menjadi
kaidah yang memperoleh pengakuan sosial. Salah satu tantangan
utama ilmu hukum Indonesia adalah bagaimana memahami
hubungan-hubungan sosial tersebut tanpa menghapus kekhasan
masing-masing komunitas yang menyangganya. Negara
membutuhkan sistem hukum yang memberikan kepastian dan
kesetaraan  perlakuan, sedangkan kehidupan  masyarakat
menghadirkan kenyataan keberagaman nilai, pengalaman, serta
kebutuhan yang tidak selalu bermuara ke uniformitas.

Sebaliknya, hukum adat perlu dipahami sebagai bagian dari
dinamika kehidupan masyarakat. Di dalamnya terdapat mekanisme
pembentukan norma, perubahan nilai, pengaturan hubungan, dan
penyelesaian konflik yang terus bergerak bersama perubahan sosial.
Kendati demikian, sifat dinamis tersebut tidak menghapus persoalan-
persoalan Kkritis. Suatu norma yang memperoleh pengakuan sosial
belum tentu dengan sendirinya memenuhi prinsip keadilan.
Pengakuan masyarakat terhadap praktik tertentu pun tidak selalu
memperlihatkan bahwa semua anggotanya memiliki kesempatan yang
setara untuk menyetujui, menolak, atau mempersoalkan praktik
tersebut.

Di sinilah kajian hukum adat perlu dipertemukan dengan teori
keadilan, hak asasi manusia, dan konstitusionalisme. Pengakuan
terhadap keberagaman norma tidak boleh menghilangkan perhatian
terhadap hubungan kekuasaan di dalam masyarakat. Suara yang
dinyatakan sebagai kehendak komunitas juga perlu diuji: apakah
benar-benar mencerminkan kepentingan seluruh anggota, atau lebih
banyak mewakili kelompok yang memiliki kedudukan dominan?

Dengan demikian, antropologi hukum dan teori hukum tidak
semestinya ditempatkan dalam hubungan yang saling menggantikan.
Antropologi hukum membantu kita memahami bagaimana norma
memperoleh makna dalam kehidupan sosial, sementara teori dan
filsafat hukum memberikan perangkat untuk menilai legitimasi,
konsistensi, dan pembenaran normatifnya.
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Hukum Progresif sebagai Benang Merah

Buku ini diberi judul “Cakrawala Hukum Progresif: Menjawab
Tantangan Keadilan dari Berbagai Disiplin” Judul ini  sudah
mengesankan ingin menekankan bahwa jika terdapat suatu orientasi
teoretis yang paling sering muncul nanti di dalam keseluruhan tulisan,
maka hal itu adalah pemikiran hukum progresif yang dikembangkan
oleh Satjipto Rahardjo. Sosok pemikir yang menjadi ikon hukum
Undip. Pemikiran beliau digunakan oleh sejumlah penulis untuk
menghadapi berbagai persoalan yang dipandang tidak cukup
diselesaikan melalui pendekatan legalistik.

Akan tetapi, orientasi demikian tentu membutuhkan kehati-
hatian dalam pemahamannya. Hukum progresif tidak seharusnya
direduksi pembenaran untuk mengabaikan peraturan setiap kali suatu
ketentuan dianggap tidak sesuai dengan perasaan keadilan. Apabila
dipahami demikian, progresivitas justru dapat berubah menjadi ruang
subjektivitas yang tidak terkendali.

Tulisan Irvan Mawardi mengenai hukum progresif dan etos
profetik dalam penyelesaian sengketa pemilu memperlihatkan
persoalan tersebut secara cukup jelas. Melalui pembahasan mengenai
tenggang waktu dan kedudukan hukum pemohon, tulisan itu
mengangkat hubungan antara tuntutan keadilan substantif dan
kebutuhan untuk mempertahankan batas-batas prosedural. Poin
menarik dalam tulisan tersebut terletak pada pemahaman bahwa
progresivitas bukanlah kebebasan hakim untuk mengesampingkan
prosedur menurut kehendaknya sendiri. Pengecualian terhadap
ketentuan prosedural tetap membutuhkan alasan yang objektif,
proporsional, dan dapat diuji. Dengan demikian, pemikiran progresif
justru menuntut disiplin argumentasi yang lebih tinggi.

Kebutuhan serupa tampak dalam tulisan Galih Puji Mulyono
mengenai reorientasi asas pemidanaan dalam KUHP Nasional. Penulis
memberikan perhatian terhadap persoalan subjektivitas dan
disparitas putusan, terutama ketika hakim memperoleh ruang
pertimbangan yang lebih luas dalam menentukan pemidanaan. Nilai
Ketuhanan Yang Maha Esa ditempatkan sebagai orientasi etik bagi
penggunaan kewenangan tersebut. Gagasan ini menarik karena
menghubungkan diskresi hukum dengan tanggung jawab moral.
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Namun, persoalan lanjutannya juga tidak sederhana. Nilai moral yang
dijadikan landasan pertimbangan harus dapat diterjemahkan ke
dalam alasan hukum yang terbuka untuk dinilai secara rasional. Tanpa
tuntutan tersebut, penggunaan nilai yang sifatnya umum dapat
menimbulkan ketidakpastian mengenai dasar suatu putusan.

Persoalan sejenis juga terdapat dalam tulisan Bunga Desyana
Pratami mengenai penalaran hukum progresif berbasis nilai spiritual
dan Pancasila dalam putusan Mahkamah Konstitusi mengenai agraria.
Tulisan tersebut memperlihatkan pentingnya mempertemukan norma
hukum, kenyataan sosial, dan perlindungan hak masyarakat melalui
penalaran konstitusional yang berorientasi pada keadilan substantif.
Gagasan demikian sekaligus mengundang pertanyaan lebih lanjut
mengenai batas kewenangan hakim dalam mengembangkan
penafsiran konstitusi.

Ketiga tulisan tersebut memperlihatkan bahwa hukum progresif
tidak cukup berhenti sebagai keberpihakan moral kepada keadilan. Ia
membutuhkan suatu metodologi penalaran yang mampu menjelaskan
mengapa sebuah penafsiran tertentu lebih dapat dibenarkan daripada
penafsiran lainnya.

Hukum Adat di Tengah Perubahan

Di antara keseluruhan tulisan yang terhimpun dalam buku ini,
karya Adventi Ferawati Sembiring, “Hukum Progresif: Hukum Adat
dan Keadilan di Tengah Perubahan,” termasuk yang mempunyai
kedekatan dengan bidang keilmuan yang ditekuni Prof. Sukirno.
Tulisan tersebut membicarakan hukum adat bukan sebagai suatu
sistem normatif yang telah selesai, melainkan sebagai tatanan yang
terus berhadapan dengan perubahan kehidupan masyarakat. Dengan
mempertemukan hukum progresif, pemikiran living law Eugen
Ehrlich, pluralisme hukum, serta teori hukum responsif Philippe
Nonet dan Philip Selznick, penulis menempatkan hukum adat dalam
hubungan yang dinamis dengan tuntutan keadilan.

Gagasan penting dari tulisan tersebut terletak pada penolakan
terhadap anggapan bahwa mempertahankan hukum adat berarti
mempertahankan seluruh bentuk praktiknya tanpa perubahan. Suatu
tradisi dapat memiliki nilai yang patut dijaga, tetapi penerapan nilai
tersebut tidak harus selalu berlangsung dalam bentuk yang sama
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sepanjang waktu. Di sini terdapat persoalan filosofis yang menarik:
apakah identitas suatu hukum ditentukan oleh ketetapan bentuk
normanya, atau justru oleh keberlanjutan nilai yang diusahakan untuk
diwujudkannya?

Jika identitas hukum adat hanya diukur melalui kesamaan bentuk
praktik dari masa ke masa, setiap perubahan akan mudah dipandang
sebagai penyimpangan. Akan tetapi, apabila identitas tersebut
dipahami melalui nilai dan fungsi sosial yang terus diperjuangkan,
perubahan dapat menjadi bagian dari keberlanjutan tradisi itu sendiri.
Pertanyaan-pertanyaan demikian tidak dapat dijawab hanya dengan
mengulang bahwa hukum adat adalah hukum yang hidup. Keberadaan
suatu norma dalam masyarakat dan pembenaran terhadap
keberlakuannya merupakan dua persoalan yang saling berhubungan,
tetapi tidak identik.

Pada titik inilah kontribusi pemikiran Adventi menjadi penting. Ia
membuka jalan untuk menempatkan hukum adat sebagai sistem yang
memiliki kemampuan reflektif: suatu tatanan yang dapat
mempertanyakan dirinya sendiri serta menyesuaikan penerapannya
ketika nilai keadilan menuntut perubahan.

Buku ini juga menghadirkan tulisan Abdul Mutalib, “Re-
Dogmatisasi Mens Rea Berbasis Living Law melalui Dialektika Asas
Legalitas Materiil dalam Pertanggungjawaban Pidana Keadilan
Komunal.” Tulisan tersebut membawa pembicaraan mengenai hukum
adat ke wilayah yang lebih khusus, yakni pertanggungjawaban pidana.
Melalui pembahasan mengenai hubungan Pasal 2 dan Pasal 36 KUHP
Nasional, Abdul Mutalib mengangkat persoalan bagaimana hukum
yang hidup dalam masyarakat dapat menjadi bagian dari penilaian
terhadap kesalahan seseorang, tanpa menghilangkan jaminan
kepastian hukum dan perlindungan individu.

Dalam hukum pidana, seseorang tidak semestinya dibebani
pertanggungjawaban tanpa dasar yang cukup untuk menilai
kesalahannya. Ketika dasar normatif itu juga mencakup norma yang
hidup dalam masyarakat, muncul kebutuhan untuk menilai apakah
norma tersebut dapat diketahui, apakah orang yang bersangkutan
mempunyai hubungan yang relevan dengan komunitasnya, dan
apakah ia mempunyai kesempatan yang wajar untuk menghindari
pelanggaran.



Abdul Mutalib menawarkan empat parameter penilaian
kesalahan, yakni pengetahuan mengenai norma komunal, keterikatan
seseorang dengan komunitas, kemampuan menghindari pelanggaran,
serta alasan penghapus kesalahan yang dikenal dalam hukum adat.
Keempat parameter itu kemudian dihubungkan dengan pengujian
konstitusionalitas, proporsionalitas, dan fair warning.

Salah satu kesimpulan menarik yang ditawarkan ialah bahwa
penilaian kesalahan tetap harus bersifat individual, sedangkan
pemulihan dapat mempunyai dimensi komunal. Namun, dimensi
komunal dalam pemulihan tidak serta-merta menghapus kebutuhan
untuk memperhatikan kedudukan dan kehendak individu yang
terlibat. Kepentingan komunitas tidak boleh digunakan untuk
membenarkan pemaksaan perdamaian ataupun pengabaian terhadap
korban.

Kedua tulisan, Adventi Ferawati Sembiring dan Abdul Mutalib,
dapat ditempatkan sebagai dua titik penting dalam pembicaraan
mengenai masa depan hukum adat. Tulisan pertama menekankan
kemampuan hukum adat untuk berubah bersama masyarakat,
sedangkan tulisan kedua memperlihatkan tantangan ketika hukum
adat memasuki konstruksi pertanggungjawaban pidana negara.
Keduanya secara bersama-sama mengingatkan kita bahwa persoalan
utama tidak lagi cukup dirumuskan sebagai pilihan antara menerima
atau menolak hukum adat. Persoalan yang lebih mendasar adalah
bagaimana membangun bentuk pengakuan yang sekaligus menjaga
legitimasi sosial, identitas budaya, kepastian hukum, dan
perlindungan manusia.

Hak Ulayat, Keadilan Agraria, dan Perebutan Makna atas Tanah

Apabila hukum adat dibicarakan dalam konteks Indonesia,
persoalan mengenai tanah dan hak ulayat menempati kedudukan yang
sangat penting. Tanah bukan hanya merupakan benda yang dapat
diberikan nilai ekonomi ataupun dijadikan objek hubungan hukum.
Bagi berbagai komunitas, tanah juga mempunyai makna sosial,
historis, kultural, dan bahkan spiritual.

Dalam kerangka demikian, hak ulayat tidak semestinya direduksi
menjadi persoalan pengakuan administratif terhadap suatu wilayah.
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Pembicaraan mengenai hak ulayat juga berkaitan dengan pertanyaan
tentang siapa yang membentuk dan mempertahankan hubungan
penguasaan, bagaimana kewenangan dijalankan, siapa yang
memperoleh manfaat, serta bagaimana anggota komunitas dilibatkan
dalam keputusan yang memengaruhi ruang kehidupannya.

Perhatian terhadap persoalan ini muncul dalam tulisan Feby
Amalia Hutabarat, Tanah untuk Rakyat: Hukum Agraria dan Jalan
Progresif Menuju Keadilan Sosial. Penulis mengangkat ketimpangan
penguasaan tanah dan konflik agraria melalui perspektif hukum
progresif, living law, dan keadilan distributif. Dalam konflik agraria,
keberadaan dasar kewenangan pemerintah ataupun dokumen hak
atas tanah memang mempunyai arti yuridis yang penting. Akan tetapi,
legalitas administratif tidak selalu menjawab seluruh persoalan
mengenai keadilan distribusi, pengakuan terhadap hubungan historis
masyarakat dengan tanah, dan perlindungan terhadap kelompok yang
terkena dampak kebijakan.

Feby menekankan bahwa reforma agraria tidak cukup dipahami
sebagai proses sertifikasi. Ia juga harus berkaitan dengan redistribusi,
pemberdayaan, dan perlindungan kelompok rentan. Bagi peminat
kajian hak ulayat, persoalan ini memperoleh kedalaman tambahan.
Pengakuan terhadap suatu komunitas atau wilayah adat tidak dapat
dipandang sebagai akhir dari seluruh persoalan, sebab mekanisme
pengakuan pun dapat menghadirkan pertanyaan mengenai
representasi, batas wilayah, hubungan dengan kelompok lain, serta
hak anggota masyarakat di dalam komunitas itu sendiri.

Persoalan pengakuan tersebut sebenarnya juga telah
memperoleh dimensi konstitusional dalam tulisan Bunga Desyana
Pratami yang telah disinggung sebelumnya, yaitu saat ia membahas
penalaran hukum progresif dalam putusan Mahkamah Konstitusi
tentang agraria. Salah satu putusan yang dibahas adalah Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, yang mempunyai arti
penting bagi pengakuan hutan adat. Di sini, hubungan antara hukum
adat dan hukum negara menghadirkan persoalan yang mendasar.
Ketika negara memberikan pengakuan terhadap hak masyarakat adat,
apakah pengakuan tersebut menciptakan hak yang sebelumnya tidak
ada, ataukah negara memberikan perlindungan yuridis terhadap
hubungan normatif dan sosial yang telah hidup sebelumnya?

Xii



Jika hak masyarakat adat semata-mata dipahami sebagai hasil
pemberian negara, negara akan cenderung ditempatkan sebagai
sumber utama seluruh legitimasi. Sebaliknya, apabila hak tersebut
dipahami sebagai sesuatu yang telah memiliki dasar sosial dan historis
sebelum memperoleh pengakuan formal, peranan negara dapat dibaca
sebagai tindakan konstitusional untuk menghormati, menjamin, dan
melindungi hak tersebut. Meskipun demikian, pengakuan terhadap
keberadaan hak yang telah hidup sebelumnya tidak berarti
meniadakan peranan hukum negara. Pengaturan tetap diperlukan
untuk memberikan kepastian, melindungi pihak-pihak terkait, dan
menyelesaikan kemungkinan konflik antarklaim.

Inilah salah satu wilayah penting perjumpaan hukum adat,
antropologi hukum, dan hukum konstitusi. Kajian antropologis
diperlukan untuk memahami hubungan masyarakat dengan tanah,
sedangkan penalaran konstitusional dibutuhkan untuk menempatkan
hubungan tersebut dalam kerangka perlindungan hak dan
pembatasan kewenangan negara.Dengan demikian, persoalan agraria
yang dibicarakan dalam buku ini tidak hanya berkenaan dengan
distribusi sumber daya ekonomi. Di dalamnya terdapat pertanyaan
yang lebih mendasar mengenai kedudukan manusia dan komunitas
dalam menentukan keberlanjutan ruang hidup mereka.

Dari Penguasaan Sumber Daya Menuju Tanggung Jawab Ekologis

Namun, pengertian tersebut perlu dijaga dari kecenderungan
romantisasi. Tidak seluruh praktik lokal dengan sendirinya bersifat
ekologis, sebagaimana tidak seluruh kebijakan yang disusun melalui
pendekatan ilmiah modern pasti mengabaikan kepentingan
masyarakat. Keduanya harus dinilai berdasarkan konteks, alasan,
serta akibatnya.

Tulisan Irfan Amir, “Keadilan Ekologis, Rezim Hukum yang Saling
Berkompetisi, dan Tata Kelola Konstitusional Pulau-Pulau Kecil di
Indonesia,” menghadirkan persoalan ini melalui pembahasan
pertambangan di pulau-pulau kecil. Penulis memperlihatkan bahwa
kegiatan pertambangan berhadapan dengan beberapa rezim hukum
sekaligus, termasuk hukum pertambangan, pengelolaan pesisir,
perlindungan lingkungan, dan penataan ruang. Keberadaan izin
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pertambangan, karenanya, tidak dapat begitu saja diperlakukan
sebagai jaminan bahwa seluruh persoalan legalitas dan keadilan telah
terpenuhi. Melalui pembahasan mengenai Pulau Wawonii dan Raja
Ampat, tulisan tersebut menunjukkan perbedaan mekanisme koreksi
melalui peradilan dan tindakan administratif.

Dalam perspektif tersebut, Hak Menguasai Negara perlu dipahami
sebagai kewenangan yang mengandung tanggung jawab
konstitusional. Negara tidak hanya berwenang menentukan
bagaimana sumber daya dapat dimanfaatkan, tetapi juga
berkewajiban menjaga keberlanjutan ekosistem dan melindungi
masyarakat yang kehidupannya bergantung pada sumber daya
tersebut. Gagasan tersebut berhubungan dengan tulisan I Gusti Ayu
Eviani Yuliantari, “Hukum untuk Ruang Hidup: Transformasi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Menuju Tata Ruang Berkeadilan
Ekologis.”

Dengan menggunakan pemikiran Henri Lefebvre mengenai
produksi ruang, penulis menekankan bahwa ruang tidak cukup
dipahami sebagai objek pengaturan administratif. Ruang merupakan
tempat berlangsungnya hubungan sosial, kegiatan ekonomi,
pembentukan kebudayaan, dan keberlanjutan kehidupan ekologis.
Eviani menawarkan konsep kewenangan publik ekologis yang
mengintegrasikan legalitas kewenangan, tanggung jawab publik,
kewajiban ekologis, dan akuntabilitas. Dalam perspektif antropologi
hukum, perluasan tersebut membuka kesempatan untuk
menghadirkan pengalaman masyarakat sebagai bagian dari penilaian
terhadap kebijakan. Pengetahuan masyarakat mengenai wilayahnya
tidak semestinya diabaikan hanya karena tidak selalu dinyatakan
melalui kategori administratif yang digunakan negara.

Melalui pertemuan tulisan Irfan Amir dan Eviani, dapat dilihat
bahwa keadilan ekologis tidak hanya berkaitan dengan pembagian
manfaat dan kerugian pembangunan. Ia juga menyangkut pengakuan
terhadap pihak-pihak yang terdampak, kesempatan untuk
berpartisipasi, perlindungan terhadap identitas ruang hidup, dan
keberlanjutan hubungan manusia dengan lingkungan bagi generasi
mendatang.
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Kebudayaan Hukum dan Persoalan Legitimasi Kekuasaan

Perhatian terhadap kebudayaan hukum tidak harus dibatasi pada
masyarakat adat. Setiap tatanan kelembagaan, termasuk lembaga
negara, organisasi politik, serta aparat penegak hukum, beroperasi
melalui kebiasaan, nilai, pola hubungan, dan praktik yang
memengaruhi bagaimana aturan dijalankan. Dalam pembahasan
mengenai sistem hukum, Lawrence M. Friedman menempatkan
kebudayaan hukum sebagai salah satu unsur penting di samping
struktur dan substansi hukum. Gagasan ini membantu menjelaskan
bahwa keberlakuan norma tidak otomatis menghasilkan perilaku yang
sepenuhnya sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Tulisan Jaedin, “Negara Hukum Demokratis: Rekayasa Legitimasi
Kehendak Rakyat dan Ancaman Pelanggaran Hak Asasi Manusia,”
menyoroti persoalan manipulasi dukungan publik melalui berbagai
praktik politik, termasuk digital astroturfing. Persoalan utamanya
bukan hanya mengenai penggunaan teknologi untuk membentuk
opini masyarakat. Yang lebih mendasar adalah perbedaan antara
legitimasi yang tampak melalui dukungan publik dan legitimasi yang
sungguh-sungguh bersumber dari kehendak masyarakat yang bebas.

Dalam negara hukum demokratis, prosedur elektoral mempunyai
arti konstitusional yang penting. Namun, keberadaan prosedur tidak
dengan sendirinya menjamin bahwa proses pembentukan kehendak
politik berlangsung tanpa manipulasi, intimidasi, atau ketimpangan
akses terhadap informasi.

Tulisan Sholihin Bone, “Politik Hukum Perlindungan Pembela
Hak Asasi Manusia: Memperkuat Keadilan Perspektif Hukum
Progresif” memperluas perhatian tersebut kepada perlindungan
orang-orang yang memperjuangkan hak masyarakat. Jaminan
kebebasan dan perlindungan hak asasi manusia dapat dinyatakan
secara normatif, tetapi efektivitasnya bergantung pada kemampuan
lembaga negara mencegah intimidasi, kriminalisasi, dan berbagai
bentuk pembalasan terhadap partisipasi publik. Perlindungan
pembela hak asasi manusia dalam konteks demikian tidak hanya
berkaitan dengan hak individual untuk mengemukakan pendapat. Ia
juga dapat menjadi prasyarat bagi masyarakat untuk
mempertahankan kepentingan kolektifnya melalui proses yang
terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
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Sementara itu, tulisan Rizki Rahayu Fitri dan Agnes Fitryantica
menempatkan persoalan legitimasi dan akuntabilitas pada desain
kelembagaan negara. Rizki menyoroti kebutuhan untuk memperkuat
pertanggungjawaban konstitusional Presiden sepanjang masa
jabatannya, sedangkan Agnes membicarakan batas kekuasaan
Presiden dalam pembentukan undang-undang serta pentingnya
partisipasi masyarakat yang bermakna. Karena itu, pembaruan hukum
tidak cukup hanya dilakukan melalui perubahan teks undang-undang.
Perubahan tersebut juga membutuhkan pembenahan praktik
kelembagaan dan kebudayaan hukum yang memungkinkan norma
dijalankan sesuai tujuan pembentukannya.

Pertanggungjawaban Pidana dan Keadilan yang Memanusiakan

Di dalam cabang hukum ini, penggunaan kewenangan negara
mempunyai konsekuensi yang sangat langsung terhadap kehidupan
seseorang. Penentuan kesalahan, penggunaan upaya paksa,
penuntutan, dan pemidanaan dapat memengaruhi kebebasan,
kehormatan, serta masa depan individu.

Tulisan Solehuddin, “Menemukan Kembali Hakikat Penyidikan:
Dari Kuasa Negara Menuju Keadilan yang Memanusiakan,”
mengangkat persoalan mengenai tujuan dan cara penggunaan
kewenangan penyidikan. Penulis menekankan bahwa penyidikan
tidak cukup dipahami sebagai mekanisme untuk menemukan
seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Penyidikan
merupakan proses pencarian kebenaran yang harus dijalankan
melalui perlindungan hak, pengawasan kewenangan, dan
penghormatan terhadap martabat manusia. Proses yang
menghasilkan putusan sekalipun masih dapat menimbulkan
persoalan keadilan apabila dilakukan dengan mengabaikan
perlindungan hak atau menggunakan kewenangan secara tidak
proporsional.

Tulisan Patrick Corputty, “Restorative Justice dan Paradoks
Kewenangan Penuntutan: Menakar Urgensi Fasilitator Independen
dalam Perspektif Hukum Progresif,” menghadirkan persoalan yang
berbeda tetapi berkaitan. Penulis menyoroti kemungkinan konflik
peran ketika jaksa sekaligus menjalankan fungsi pengendalian
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perkara dan fasilitasi perdamaian. Dalam keadilan restoratif, proses
dialog membutuhkan kesukarelaan, keseimbangan posisi, dan
kepercayaan para pihak. Melalui gagasan mengenai fasilitator
independen, Patrick mengangkat persoalan bahwa pemulihan tidak
selalu dapat dicapai hanya dengan menyediakan mekanisme formal
untuk menghentikan penuntutan. Gagasan tersebut mempunyai
hubungan konseptual dengan praktik penyelesaian konflik dalam
berbagai komunitas adat. Namun, hubungan ini tidak berarti bahwa
setiap mekanisme penyelesaian adat identik dengan keadilan
restoratif modern.

Persoalan  pertanggungjawaban dalam hukum pidana
memperoleh dimensi kelembagaan melalui tulisan Satriadi, “Mens
Rea Kelembagaan Partai Politik sebagai Korporasi” Penulis mengkritik
keterbatasan pendekatan yang hanya menggantungkan kesalahan
organisasi pada sikap batin individu tertentu. Sebagai alternatif, ia
menawarkan konsep organizational mens rea, yang memungkinkan
kesalahan kelembagaan dinilai melalui kebijakan, budaya organisasi,
struktur pembiayaan, dan pola tindakan institusional.

Gagasan ini menarik apabila ditempatkan dalam pembicaraan
mengenai kebudayaan hukum. Perilaku suatu organisasi tidak hanya
dibentuk oleh tindakan individual para anggotanya, tetapi juga oleh
praktik yang berulang dan pola kelembagaan yang dipertahankan.
Meski demikian, pengakuan terhadap kesalahan kelembagaan
memerlukan ukuran yang cermat agar pertanggungjawaban korporasi
tidak berubah menjadi pembebanan kesalahan secara otomatis.

Dengan mempertemukan tulisan Satriadi ini dengan rekan-
rekannya: Solehuddin, Patrick Corputty, Galih Puji Mulyono, dan Abdul
Mutalib, maka buku ini sebenarnya menghadirkan perdebatan yang
menarik mengenai hubungan antara kesalahan, kekuasaan, dan
tanggung jawab. Di satu sisi, hukum pidana harus mempunyai
kemampuan untuk merespons tindakan yang merugikan masyarakat.
Di sisi lain, kewenangan untuk menghukum harus selalu dibatasi oleh
prinsip kesalahan, perlindungan hak, dan tuntutan penalaran yang
dapat dipertanggungjawabkan.
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Ketika Hukum Berhadapan dengan Teknologi dan Tatanan
Global

Tulisan Ninik Zakiyah, “Hukum Progresif dalam Menghadapi
Disrupsi Teknologi: Mewujudkan Hukum yang Responsif terhadap
Perubahan,” membahas persoalan kemampuan hukum menghadapi
perkembangan teknologi yang berlangsung cepat. Salah satu gagasan
penting dari tulisan tersebut adalah bahwa tidak setiap inovasi
teknologi harus segera direspons melalui pembentukan peraturan
baru. Pandangan demikian menunjukkan pentingnya membedakan
perubahan teknologi dari kebutuhan pembaruan hukum. Suatu
teknologi mungkin mengubah cara manusia berinteraksi, tetapi
konsekuensi hukumnya tetap harus dinilai berdasarkan hubungan
sosial dan kepentingan yang terdampak. Dengan demikian, respons
hukum memerlukan pengujian terhadap kecukupan norma yang telah
ada sebelum menentukan perlunya intervensi baru.

Sementara itu, tulisan Ahmad Saparwadi dan Andri Sutrisno
memperluas pembahasan kepada hukum perdagangan internasional.
Ahmad Saparwadi, melalui Keadilan Substantif Sertifikasi Halal
Indonesia dalam Rezim Perdagangan WTO, menyoroti pertemuan
antara perlindungan keyakinan konsumen, regulasi perdagangan, dan
kebutuhan menjaga proporsionalitas kebijakan. Tulisan Andri
Sutrisno, “WTO dalam Perspektif Hukum Progresif: Menimbang
Keadilan dan Kedaulatan Negara,” menempatkan persoalan tersebut
dalam kerangka yang lebih luas. Penulis mengangkat hubungan antara
kewajiban perdagangan internasional, kedaulatan negara, dan
ketimpangan kapasitas antara negara maju dan negara berkembang.
Di sini terlihat bahwa kepastian hukum perdagangan internasional
tidak selalu identik dengan keadilan dalam kemampuan para pihak
memanfaatkan mekanisme hukum yang tersedia. Namun,
keberagaman itu bukan alasan untuk menolak kebutuhan akan aturan
bersama. Justru tantangan utamanya adalah bagaimana aturan yang
berlaku secara luas dapat mempertahankan prinsip-prinsip bersama
tanpa mengabaikan perbedaan keadaan para pihak yang dikenainya.
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Catatan Penutup

Keberagaman persoalan yang dibicarakan dalam buku ini
memperlihatkan bahwa hukum tidak pernah bekerja dalam ruang
sosial yang seragam. Di dalam masyarakat terdapat berbagai tatanan
normatif yang bersumber dari negara, adat, agama, maupun praktik
kelembagaan. Keberadaan norma-norma tersebut menghadirkan
kenyataan pluralisme hukum, sekaligus menimbulkan pertanyaan
mengenai bagaimana hubungan antarnorma itu seharusnya
dibangun.Pluralisme hukum tidak cukup dipahami sebagai pengakuan
bahwa masyarakat memiliki lebih dari satu tatanan normatif.
Persoalan yang lebih mendasar justru muncul ketika tatanan-tatanan
tersebut saling berhadapan. Pengakuan terhadap hukum adat,
misalnya, dapat bersinggungan dengan perlindungan hak individual.
Demikian pula, kewenangan negara dalam pengelolaan sumber daya
alam dapat bertemu dengan tuntutan perlindungan lingkungan dan
hak masyarakat atas ruang hidupnya.

Di sini perlu dibedakan pluralisme sebagai kenyataan sosial dan
pluralisme sebagai pilihan normatif. Keberadaan suatu norma dalam
masyarakat tidak dengan sendirinya membenarkan seluruh
penerapannya. Sebaliknya, kedudukan konstitusi dan hukum negara
juga tidak harus meniadakan kebermaknaan norma yang hidup dalam
masyarakat. Tantangannya adalah membangun hubungan yang
memungkinkan keberagaman memperoleh pengakuan, sementara
konflik antarnorma tetap dapat diselesaikan berdasarkan alasan yang
dapat dipertanggungjawabkan. Persoalan tersebut berhubungan erat
dengan perhatian terhadap kearifan lokal. Suatu praktik tidak
otomatis menjadi bijaksana hanya karena telah diwariskan secara
turun-temurun. Kearifan justru membutuhkan kemampuan untuk
memahami perubahan keadaan, mempertimbangkan akibat tindakan,
dan menilai kepentingan pihak-pihak yang terlibat. Karena itu,
pembicaraan mengenai kearifan lokal dapat diperluas menjadi
persoalan  Kkearifan dalam berhukum, yakni kemampuan
mempertemukan norma, kenyataan sosial, dan tuntutan keadilan
melalui penalaran yang rasional dan bertanggung jawab.

Dalam hubungan inilah antropologi hukum mempunyai
sumbangan penting. Antropologi hukum mengingatkan bahwa suatu
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persoalan yang telah dirumuskan melalui kategori yuridis belum tentu
telah mencakup seluruh pengalaman masyarakat yang terlibat.
Sengketa pertanahan, misalnya, tidak selalu hanya mengenai
keabsahan bukti kepemilikan, tetapi mungkin juga menyangkut
sejarah penguasaan, hubungan kekerabatan, penghidupan, dan
identitas suatu komunitas. Demikian pula, penyelesaian perkara
menurut mekanisme hukum negara belum tentu berarti bahwa
hubungan sosial para pihak telah sepenuhnya pulih. Namun,
antropologi hukum tidak dimaksudkan untuk menggantikan penilaian
normatif. la memperluas pemahaman terhadap kenyataan sosial,
sementara teori dan filsafat hukum tetap diperlukan untuk menilai
legitimasi, keadilan, dan dasar pembenaran suatu praktik. Keduanya
justru saling membutuhkan agar pemahaman hukum tidak terjebak
dalam formalisme normatif ataupun penerimaan tanpa Kritik
terhadap kenyataan sosial.

Apabila keseluruhan tulisan dalam buku ini dibaca sebagai suatu
dialog keilmuan, terlihat adanya kepedulian bersama terhadap
keterbatasan legalitas formal dalam menjamin keadilan substantif.
Pengakuan administratif belum tentu menyelesaikan ketimpangan
agraria; izin pemanfaatan sumber daya belum tentu menjamin
keadilan ekologis; dan kewenangan yang diperoleh secara sah belum
tentu dijalankan secara bertanggung jawab. Namun, kritik terhadap
formalisme tidak boleh berkembang menjadi pembenaran untuk
mengabaikan legalitas, kepastian hukum, atau pembatasan kekuasaan.

Dengan demikian, pembaruan hukum memerlukan lebih
daripada perubahan peraturan. Ia juga membutuhkan pembenahan
kebudayaan hukum, penguatan akuntabilitas kelembagaan, dan
kepekaan terhadap kelompok yang kedudukannya rentan. Pada saat
yang sama, setiap gagasan pembaruan harus tetap diuji melalui
kejelasan persoalan, ketepatan teori, konsistensi argumentasi, serta
kemampuannya menawarkan penyelesaian yang lebih memadai.

Tuntutan tersebut mempunyai arti penting bagi pendidikan
doktor ilmu hukum. Penguasaan teori dan metode merupakan
landasan yang diperlukan, tetapi pengembangan ilmu pengetahuan
juga menuntut keberanian mempertanyakan asumsi, mengenali
keterbatasan suatu pendekatan, dan membuka dialog dengan disiplin
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keilmuan lain. Masa depan ilmu hukum tidak hanya ditentukan oleh
munculnya persoalan baru, melainkan juga oleh kemampuan
mengembangkan cara berpikir yang semakin memadai untuk
memahaminya.

Pada akhirnya, seluruh refleksi tersebut mengembalikan kita
kepada tujuan kehadiran buku ini, yaitu memberikan penghormatan
kepada Prof. Dr. Sukirno, S.H., M.Si, atas dedikasi beliau dalam
memimpin Program Doktor IImu Hukum Universitas Diponegoro,
Semarang, serta Kontribusinya terhadap kajian hukum adat, hak
ulayat, kebudayaan hukum, kearifan lokal, dan antropologi hukum.
Penghormatan terhadap seorang akademisi memperoleh makna yang
lebih mendalam ketika tidak berhenti pada pengakuan atas
pengabdiannya, tetapi diteruskan melalui kehidupan gagasan.
Keberagaman tulisan dalam buku ini merupakan bagian dari ikhtiar
tersebut. Masing-masing menghadirkan persoalan dan pendekatan
yang berbeda, tetapi seluruhnya membuka ruang bagi pengembangan
pemikiran hukum yang lebih kritis, terbuka, dan bertanggung jawab.

Barangkali di sinilah makna penting buku persembahan ini:
menghormati  tradisi tanpa menolak pembaruan, serta
memperjuangkan pembaruan tanpa kehilangan penghargaan
terhadap akar sosial dan kebudayaan hukum. Dengan semangat
demikian, dedikasi Prof. Sukirno diharapkan terus memperoleh
keberlanjutannya melalui pemikiran dan karya generasi akademisi
berikutnya(***)

Prof. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum.

Guru Besar Filsafat Hukum
Universitas Bina Nusantara
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Acapkali kita sudah membaca dan mendengar hukum progresif
dari tulisan orang maupun tulisan langsung dari Begawan Sosiologi
Hukum Undip, Prof. Dr. Satjipto Rahardjo. Frasa yang paling familier
yang kita pahami dari beliau adalah “hukum itu untuk manusia”.
Apakah pemahaman hukum progresif seperti itu sudah cukup?
Mungkin pemahaman itu telah cukup, namun alangkah baiknya jika
dipahami mengapa beliau memunculkan hukum progresif ? Kemudian
apa watak, metoda, fungsi dan orientasi dari hukum progresif. Semua
itu saya nukil dari tulisan beliau di Jurnal Hukum Progresif tahun 2007
dan 2008.

Dalam artikel beliau, tersurat kegalauan terhadap cara berhukum
saat itu, yaitu tentang karakteristik hukum modern yang formal-
positivis, hukum hanya dapat disebut demikian manakala dituangkan
ke dalam bentuk-bentuk formal yang sudah disahkan. Hukum itu
bukan hanya kumpulan perundang-undangan belaka melainkan sarat
dengan pesan, moral, dan cita-cita. Lebih lanjut beliau menulis, paspor
untuk memasuki dunia hukum modern adalah melalui legislasi atau
pengakuan oleh kekuasaan Negara. Kaidah-kaidah sosial yang tidak
mendapatkan legitimasi dari Negara menjadi terpinggirkan atau
tenggelam di bawah permukaan. Dengan kata-kata beliau sendiri
dikatakan: hukum itu tidak mendapatkan legitimasinya dari langit,
melainkan dari masyarakatnya.

Beliau juga menjelaskan, watak dari hukum progresif adalah
melakukan pembebasan, yaitu pembebasan terhadap pikiran-pikiran
tradisional-konvensional, manakala ia menghambat arus pemikiran
yang lebih besar. Metoda yang dipakai oleh hukum progresif yakni
membuat hukum selalu terbuka, dinamis dan mengalir Hukum
progresif tidak pernah berhenti bergerak menemukan moral
otentiknya. Dengan kata lain hukum progresif dalam kualitas in the
making. Hukum progresif juga mempunyai fungsi memperlancar arus
pemikiran yang lebih benar, maka ia ditakdirkan untuk selalu
berusaha menembus hal-hal yang menghambat arus tersebut. Selain
itu hukum progresif juga berorientasi kepada substansi
(penyejahteraan dan pembahagiaan manusia) daripada bentuk
(struktur, sistem, perundang-undangan). Beliau juga menekankan
menjalankan hukum juga harus dengan kecerdasan spiritual (SQ)

xxii



bukan hanya kecerdasan intelektual (IQ) dan kecerdasan emosional
(EQ).

Memahami hukum progresif seperti menebar jala mencari ikan,
ada yag dapat 10 ada yang dapat 6. Namun berapapun yang didapat itu
semua merupakan kata kunci hukum progresif. Shidarta
mengidenfitikasi 10 kata kunci hukum progresif, yaitu: hukum untuk
manusia; pro rakyat dan pro keadilan; untuk kebahagiaan dan
kesejahteraan; selalu dalam proses menjadi (law as a process, law in
the making); menekankan hidup baik; memiliki tipe responsif;
mendorong peran publik; negara hukum berhati-nurani; menjalankan
hukum dengan kecerdasan spiritual; merobohkan, mengganti dan
membebaskan. Tanya mendeteksi 7 kata kunci hukum progresif, yakni:
hukum untuk manusia; pro rakyat dan pro keadilan; mencapai
kesejahteraan dan kebahagiaan; menekankan hidup baik; berwatak
responsif, berhati-nurani; dan dijalankan dengan kecerdasan spiritual.

Sebenarnya beliau termasuk aliran atau madzhab hukum mana ?
Beberapa pernyataan beliau dalam artikel yang berjudul “Hukum
Progresif Berdamai Dengan Alam” menyebutkan beberapa hal yaitu:
(1) dalam optik hukum progresif, otonomi hukum itu tidak boleh
menghilangkan kedekatan hukum dengan alam; (2) menurut hukum
progresif pasangan hukum otonom bukan hukum responsif,
melainkan hukum yang peka terhadap alam (nature-conscious, nature-
sensitive); (3) modernisasi telah mencacah-cacah alam dengan
berbagai konstruksi rasional dan artifisial, tetapi sesungguhnya ia
tidak diam melainkan pada saatnya melakukan “pembalasan” juga,
alam akan menang. Sampai disini sudah jelas kemana arah hukum
progresif dalam aliran hukum.

Sampailah pada apresiasi, saya sangat senang dan bangga dengan
teman-teman mahasiswa Program Doktor Hukum (PDH) Undip yang
telah berupaya menuangkan tulisannya dalam bentuk buku. Semua
artikel yang ditulis teman-teman ini, baik yang menyoal hukum
pidana, lingkungan, partai politik, WTO, HAM, hukum adat, lembaga
keperesidenan, agraria, tata ruang dan disrupsi teknologi dilambari
oleh hukum progresif sebagai pisau analisisnya. Saya sangat
menghargai upaya teman-teman ini yang ingin mengubah “wajah”
hukum yang menakutkan, menindas, menjajah, mendiskriminasi, dan
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meminggirkan kaum lemah, menjadi hukum yang bersahabat dengan
masyarakat (community-friendly law). Hal ini senyampang dengan
motto dari PDH Undip yang digagas oleh Prof. Satjipto Rahardjo, yaitu
pencarian, pembebasan, dan pencerahan. Saya juga berharap
mahasiswa PDH Undip yang lainnya bisa mengikuti jejak ilmiah dalam
bentuk buku seperti ini.*

Prof. Dr. Sukirno, S.H., M.Si.

Guru Besar Hukum Adat
Universitas Diponegoro
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BAB 1
MENEMUKAN KEMBALI
HAKIKAT PENYIDIKAN:

DARI KUASA NEGARA
MENUJU KEADILAN
YANG MEMANUSIAKAN

Solehuddin, S.H., M.H.
Universitas Brawijaya




Menemukan Kembali Hakikat Penyidikan: Dari Kuasa Negara Menuju Keadilan yang Memanusiakan

Pendahuluan

Bagi kebanyakan warga negara, perjumpaan pertama dengan hukum
pidana tidak terjadi di ruang sidang, melainkan di ruang pemeriksaan
penyidik. Di tempat itulah seseorang untuk pertama kalinya
merasakan bahwa negara bukan sekadar gagasan abstrak dalam
konstitusi, tetapi kekuasaan yang dapat memanggil, menanyai,
menangkap, menahan, menggeledah rumah, dan menyita barang
miliknya. Surat panggilan, penetapan status tersangka, atau ketukan
di pintu pada dini hari adalah bentuk paling konkret dari kehadiran
negara dalam kehidupan seseorang. Karena itu, pertanyaan yang
semestinya diajukan setiap kali membicarakan penyidikan bukan
hanya bagaimana perkara diungkap, melainkan pertanyaan yang lebih
mendasar, yakni di manakah sesungguhnya posisi manusia dalam
proses penyidikan?

Penyidikan menempati kedudukan sebagai pintu gerbang sistem
peradilan pidana. Apa yang dikumpulkan dan disimpulkan pada tahap
ini menjadi bahan bagi penuntut umum untuk menyusun dakwaan
dan bagi hakim untuk menilai kesalahan. Kekeliruan pada tahap
penyidikan jarang berhenti di situ; ia terbawa ke tahap berikutnya dan
sering baru terungkap setelah seseorang kehilangan kebebasan atau
nama baiknya.

Di sinilah terletak paradoks yang menjadi titik tolak bab ini.
Negara membutuhkan kekuasaan penyidikan untuk menegakkan
hukum; tanpa kewenangan memanggil, memeriksa, dan melakukan
upaya paksa, kejahatan tidak dapat diungkap dan korban tidak
memperoleh keadilan. Namun, kekuasaan yang sama adalah
kekuasaan negara yang paling besar potensinya untuk membatasi,
bahkan merampas, kebebasan dan hak seseorang. Kewenangan yang
diberikan untuk melindungi masyarakat dapat berbalik menjadi
ancaman bagi anggota masyarakat itu sendiri apabila tidak dibatasi,
diawasi, dan dipertanggungjawabkan.

Momentum pembicaraan ini juga menjadi semakin relevan. Sejak
2 Januari 2026, Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang pada
hari yang sama disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun
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2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(selanjutnya disebut KUHAP 2025), yang menggantikan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP 1981) setelah berlaku lebih
dari empat dekade. Pergantian kodifikasi hukum acara bukan
peristiwa teknis semata, melainkan kesempatan untuk bertanya
kembali tentang untuk apa dan wuntuk siapa penyidikan
diselenggarakan.

Bab ini berangkat dari tesis bahwa hakikat penyidikan tidak
semestinya diletakkan semata-mata sebagai kekuasaan negara untuk
menemukan pelaku tindak pidana, melainkan sebagai proses hukum
untuk menemukan kebenaran dengan tetap menempatkan manusia
dan martabatnya sebagai batas sekaligus tujuan penggunaan
kekuasaan. Tesis tersebut dibangun bertahap hingga bermuara pada
tawaran konsep "penyidikan yang memanusiakan" beserta lima pilar
penopangnya.

Menelusuri Kembali Hakikat Penyidikan

1. Penyidikan sebagai Proses Menemukan Kebenaran
Penyidikan pada hakikatnya bukanlah kegiatan mencari orang
yang dapat dipersalahkan, melainkan kegiatan menemukan apa
yang sebenarnya terjadi. Perbedaan ini tampak halus, tetapi
konsekuensinya sangat besar. Penyidik yang berangkat dari
keinginan menemukan pelaku cenderung menyusun fakta untuk
membenarkan dugaan awalnya, sedangkan penyidik yang
berangkat dari keinginan menemukan Kkebenaran akan
membiarkan fakta menuntun ke mana pun ia mengarah, termasuk
ke kesimpulan bahwa orang yang semula dicurigai ternyata tidak
bersalah.

Rumusan normatif sebenarnya telah memberi petunjuk ke
arah itu. KUHAP 2025 merumuskan penyidikan sebagai
"serangkaian  tindakan Penyidik untuk mencari dan
mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana,
serta menemukan tersangka" (Pasal 1 angka 5 KUHAP 2025).
Urutannya patut dicermati, yakni alat bukti dikumpulkan lebih
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Pendahuluan

Perdagangan internasional merupakan instrumen penting dalam
membangun hubungan ekonomi antarnegara berdasarkan prinsip
keterbukaan pasar, kepastian hukum, dan kerja sama multilateral.
Pembentukan World Trade Organization (WTO) melalui Marrakesh
Agreement pada 1995 memperkuat sistem perdagangan berbasis
aturan yang mengikat negara anggota. Namun, penerapan aturan
tersebut memunculkan persoalan mengenai keseimbangan antara
liberalisasi perdagangan dan kedaulatan negara dalam melindungi
kepentingan nasional, khususnya kesehatan masyarakat, lingkungan
hidup, dan pembangunan ekonomi (Connolly & Lockhart, 2022;
Warikandwa & Osode, 2014).

Persoalan tersebut semakin kompleks karena terdapat
ketimpangan kapasitas ekonomi dan kelembagaan antara negara maju
dan negara berkembang. Persamaan hak dan kewajiban secara formal
tidak selalu menghasilkan keadilan substantif apabila negara memiliki
kemampuan berbeda dalam melaksanakan komitmen perdagangan
internasional. Dalam konteks ini, hukum progresif menawarkan
perspektif yang menempatkan hukum sebagai instrumen pencapaian
keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan manusia (Cantd Rivera,
2016; Warikandwa & Osode, 2014; Zhou, 2012).

Perspektif hukum progresif tidak dimaksudkan untuk
mengesampingkan kewajiban internasional, melainkan menjadi
kerangka evaluatif dalam menilai penerapan norma WTO agar tetap
memperhatikan kepentingan publik dan kedaulatan negara. Oleh
karena ity, tulisan ini menganalisis hubungan antara hukum progresif,
keadilan perdagangan internasional, kedaulatan regulasi, dan
legitimasi penyelesaian sengketa WTO melalui pendekatan hukum
normatif-doktrinal.

Hukum Progresif dan Keadilan dalam Perdagangan
Internasional

Hukum progresif berpijak pada pemikiran bahwa hukum harus
berorientasi pada kepentingan manusia dan pencapaian keadilan
substantif. Dalam perdagangan internasional, pendekatan tersebut
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memberikan dasar untuk mengevaluasi apakah liberalisasi
perdagangan benar-benar menghasilkan kesejahteraan atau justru
memperkuat ketimpangan antarnegara. Dengan demikian,
keberhasilan hukum perdagangan internasional tidak cukup dinilai
berdasarkan peningkatan akses pasar, tetapi juga berdasarkan
kemampuannya melindungi kepentingan masyarakat.

Sistem WTO didasarkan pada prinsip most-favoured-nation
treatment, national treatment, transparansi, dan kepastian hukum.
Prinsip-prinsip tersebut diperlukan untuk mencegah diskriminasi
perdagangan. Namun, penerapan norma yang sama tidak selalu
menghasilkan keadilan apabila negara memiliki kapasitas ekonomi,
sumber daya hukum, dan kemampuan kelembagaan berbeda. Oleh
karena itu, keadilan substantif memerlukan perhatian terhadap
kondisi objektif negara berkembang tanpa menghilangkan kewajiban
perdagangan yang telah disepakati (Connolly & Lockhart, 2022;
Garcia, 2025; Mitchell & Sheargold, 2021; Mostad-Jensen, 2019).

Harmonisasi hukum perdagangan internasional juga perlu
memperhatikan keberagaman sistem hukum nasional. WTO dan
United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)
memiliki peran berbeda dalam membangun keteraturan
perdagangan. WTO mengatur kewajiban perdagangan antarnegara,
sedangkan UNCITRAL mengembangkan instrumen harmonisasi
hukum perdagangan komersial. Dalam perspektif hukum progresif,
harmonisasi tidak boleh dimaknai sebagai penyeragaman yang
menghilangkan kebutuhan hukum nasional, tetapi sebagai
pembentukan standar bersama yang tetap menghormati kepentingan
dan kondisi masing-masing negara (Clift, 2016; Mostad-]Jensen, 2023;
Nicholas, 2011).

Perkembangan prinsip pembangunan berkelanjutan, corporate
social responsibility (CSR), dan environmental, social, and governance
(ESG) menunjukkan meningkatnya perhatian terhadap aspek sosial
dan lingkungan dalam perdagangan internasional. Namun, prinsip-
prinsip tersebut tidak secara otomatis menjadi kewajiban hukum
WTO. Pengintegrasiannya harus memiliki dasar hukum yang jelas agar
tidak menimbulkan ketidakpastian maupun digunakan sebagai
hambatan perdagangan terselubung (Carpentier et al., 2005; Cottier,
2006; Panezi, 2026).
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Pendahuluan

Hukum pidana modern lahir sebagai benteng kebebasan individu
terhadap kekuasaan. Asas legalitas yang dirumuskan Feuerbach
dalam adagium nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali
menegaskan bahwa tidak seorang pun dapat dipidana kecuali atas
kekuatan aturan pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan
(Yanto & Hikmah, 2023). Di Indonesia, asas ini dibawa melalui
Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie yang berlaku sejak 1
Januari 1918 dan bertahan hingga hampir satu abad kemudian.
Selama itu, hanya undang-undang yang diakui sebagai sumber
pemidanaan, sementara hukum adat yang tidak tertulis, yang di
banyak tempat tetap menjadi rujukan sehari-hari warga, diperlakukan
sebagai norma lokal tanpa daya pidana negara (Yoserwan, 2023).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (selanjutnya UU 1/2023) mengubah lanskap
itu. Pasal 1 tetap mempertahankan legalitas formal dan
menambahkan larangan analogi, tetapi Pasal 2 ayat (1) menyatakan
bahwa ketentuan tersebut "tidak mengurangi berlakunya hukum yang
hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut
dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-
Undang ini" (Deviyanti, 2025). Ayat (2) membatasi keberlakuan
hukum yang hidup pada tempat hukum itu hidup, sepanjang tidak
diatur dalam KUHP, dan sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, hak asasi
manusia, serta asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.
Ayat (3) mendelegasikan tata cara dan kriteria penetapannya kepada
Peraturan Pemerintah, yang kemudian diterbitkan sebagai Peraturan
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 (Karauwan et al., 2026). Dengan
berlakunya KUHP Nasional pada 2026, pengakuan terhadap living law
bukan lagi wacana pembaruan, melainkan hukum positif yang harus
dioperasikan oleh polisi, jaksa, dan hakim.

Sebagian besar kajian atas Pasal 2 berhenti pada pertanyaan
tentang sumber hukum: apakah pengakuan hukum yang hidup
memperluas atau justru melanggar asas legalitas (Kusworo & Fauzi,
2024; Yanto & Hikmah, 2023), dan bagaimana fungsi penuntutan
menyesuaikan diri dengannya (Deviyanti, 2025). Pertanyaan yang
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lebih jarang diajukan menyangkut sisi lain pemidanaan, yaitu
kesalahan. Apabila perbuatan dapat dinyatakan patut dipidana
berdasarkan tatanan komunal, dengan ukuran apa kesalahan
pelakunya dinilai? Pasal 36 UU 1/2023 masih bertumpu pada
kesengajaan dan kelalaian sebagai kondisi batin individu. Padahal,
dalam sistem hukum tidak tertulis, tujuan utama reaksi hukum adalah
terpulihkannya keseimbangan yang terganggu, bukan semata-mata
penjatuhan hukuman (Deviyanti, 2025). Di sinilah muncul
ketidaksimetrisan: unsur perbuatan (actus reus) dapat bersumber
dari tatanan komunal, sedangkan unsur kesalahan (mens rea) tetap
diukur dengan penggaris individualistik yang dirancang untuk delik-
delik undang-undang.

Bab ini mengajukan argumen bahwa ketidaksimetrisan tersebut
perlu diselesaikan melalui re-dogmatisasi mens rea: penyusunan
ulang cara dogmatika pidana memahami kesalahan ketika dasar
pemidanaannya adalah hukum yang hidup. Redogmatisasi ini
dibangun melalui dialektika asas legalitas, dengan legalitas formal
sebagai tesis, legalitas materiil sebagai antitesis, dan legalitas materiil
yang terkendali sebagai sintesis. Tiga pertanyaan memandu
pembahasan: (1) bagaimana mens rea konvensional diuji oleh hukum
yang hidup; (2) bagaimana dialektika legalitas formal dan materiil
menyediakan kerangka re-dogmatisasi; dan (3) bagaimana bentuk
pertanggungjawaban pidana yang menjawab tuntutan keadilan
komunal tanpa mengorbankan hak individu.

Kontribusi bab ini terletak pada pergeseran fokus dari
pertanyaan "apakah hukum yang hidup boleh menjadi dasar pidana"
ke pertanyaan "bagaimana pelaku dicela secara adil bila hukum yang
hidup menjadi dasar pidana". Bab ini bersifat normatif-konseptual.
Bahan hukum primer berupa UU 1/2023, UUD 1945, UU Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan PP Nomor 55 Tahun
2025, dianalisis bersama literatur sekunder dari jurnal dan buku yang
relevan. Beberapa praktik, yaitu cambuk lidi di Rejang Lebong,
putusan Pengadilan Negeri Kaimana, Qanun di Aceh, dan pengalaman
Afrika Selatan, digunakan sebagai ilustrasi untuk menguji gagasan,
bukan sebagai penelitian lapangan. Pembahasan disusun dalam
sembilan bagian: kerangka teoretis (B), kondisi dan krisis mens rea
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Pendahuluan
Pulau-pulau  kecil merupakan sistem sosioekologis yang
memperlihatkan keterkaitan erat antara daratan, wilayah pesisir,
ekosistem laut, dan penghidupan masyarakat. Karakteristik geografis
dan ekologisnya dapat meningkatkan kerentanan terhadap tekanan
lingkungan, terutama ketika perubahan ekosistem mengganggu
ketersediaan air, keanekaragaman hayati, sumber pangan, dan mata
pencaharian masyarakat (Mycoo et al., 2022). Aktivitas di daratan juga
dapat menimbulkan dampak terhadap ekosistem laut melalui
limpasan, sedimentasi, dan penurunan kualitas air yang memengaruhi
terumbu karang (Fabricius, 2005). Dalam konteks tersebut,
pertambangan mineral di pulau-pulau kecil tidak dapat dinilai semata-
mata berdasarkan potensi ekonomi dan kepentingan investasi, tetapi
harus mempertimbangkan keterbatasan ekologis, ketergantungan
masyarakat terhadap lingkungan, dan keberlanjutan ekosistem.

Dalam perspektif hukum, tata kelola pertambangan di pulau-
pulau kecil melibatkan beberapa rezim yang saling berkaitan,
terutama hukum pertambangan mineral dan batubara, pengelolaan
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup, serta penataan ruang. Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil, sebagaimana telah mengalami perubahan, menempatkan
keberlanjutan, partisipasi masyarakat, dan kemakmuran bagi
generasi sekarang dan generasi yang akan datang (antargenerasi)
sebagai bagian dari orientasi pengelolaan wilayah tersebut.
Keberadaan berbagai rezim hukum tidak dengan sendirinya
menunjukkan adanya konflik norma; persoalannya terletak pada
hubungan antarpengaturan, pembagian kewenangan, dan pemenuhan
persyaratan hukum yang berlaku secara kumulatif. Karena itu, izin
usaha pertambangan tidak dapat diperlakukan sebagai satu-satunya
dasar untuk menentukan keabsahan kegiatan, sebab legalitasnya
harus dinilai bersama persyaratan hukum lain yang relevan serta
kewajiban perlindungan lingkungan dan masyarakat.

Persoalan tersebut tercermin dalam kasus pertambangan di
Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara, dan Raja Ampat, Papua Barat

Irfan Amir
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Daya. Di Wawonii, persoalan pemanfaatan pulau kecil menjadi objek
pengujian melalui berbagai mekanisme peradilan, termasuk Putusan
Mahkamah Agung Nomor 57 P/HUM/2022 dan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 35/PUU-XX1/2023. Sementara itu, di Raja Ampat,
pemerintah pada 10 Juni 2025 mengumumkan pencabutan izin usaha
pertambangan empat perusahaan, yaitu PT Anugerah Surya Pratama,
PT Mulia Raymond Perkasa, PT Kawei Sejahtera Mining, dan PT
Nurham; tindakan tersebut perlu dibedakan dari pengawasan
terhadap kegiatan pertambangan lain yang tidak termasuk dalam
pencabutan tersebut. Kedua kasus memperlihatkan mekanisme
koreksi hukum yang berbeda sekaligus mengangkat persoalan
mengenai hubungan antara kewenangan negara, kepatuhan terhadap
berbagai rezim hukum, perlindungan ekosistem, dan keadilan bagi
masyarakat terdampak.

Kajian keadilan lingkungan menyediakan landasan untuk menilai
persoalan tersebut secara lebih luas daripada sekadar legalitas
perizinan. Schlosberg (2007), misalnya, menjelaskan bahwa keadilan
lingkungan mencakup distribusi, pengakuan, partisipasi, dan
kemampuan masyarakat untuk menjalani kehidupan yang layak;
perspektif keadilan ekologis juga mengarahkan perhatian pada
hubungan antara manusia dan alam. Dalam konteks pemanfaatan
sumber daya laut dan pesisir, Bennett et al. (2021) menunjukkan
bahwa ekspansi ekonomi kelautan dapat menimbulkan risiko
ketidakadilan sosial dan lingkungan apabila distribusi manfaat,
partisipasi, dan perlindungan terhadap kelompok terdampak
diabaikan. Berangkat dari literatur tersebut, bab ini menempatkan
keadilan ekologis sebagai kerangka untuk menghubungkan legalitas
pemanfaatan sumber daya alam dengan distribusi manfaat dan beban,
partisipasi masyarakat, pengakuan terhadap hak dan penghidupan
lokal, serta integritas ekologis. Kerangka ini sekaligus memungkinkan
Hak Menguasai Negara dinilai berdasarkan kewenangan pengaturan
dan pemanfaatannya serta tanggung jawab Kkonstitusional untuk
melindungi kepentingan publik.

Berdasarkan persoalan tersebut, bab ini berargumen bahwa tata
kelola pertambangan di pulau-pulau kecil harus dibangun melalui
penerapan hukum yang terintegrasi dan berorientasi pada keadilan
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Pendahuluan: Paradoks Struktural sebagai Titik Berangkat
Korupsi yang melibatkan kader dan pengurus partai politik di
Indonesia sudah lama berhenti menjadi peristiwa insidental. Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat bahwa sepanjang 2004
hingga 2025 terdapat 371 anggota DPR dan DPRD yang menjadi
pelaku tindak pidana korupsi, atau sekitar 19,02 persen dari 1.951
pelaku yang dipetakan menurut profesi. Pada periode yang sama, KPK
juga menangani 176 bupati/wali kota dan 31 gubernur, yang hampir
seluruhnya memperoleh jabatan melalui pencalonan partai politik
(Antara, 2026). Angka itu sendiri sudah memberi isyarat. Namun, yang
lebih mengungkap adalah kualitas pelakunya. Mereka bukan hanya
kader tingkat bawah, melainkan juga ketua umum, bendahara umum,
dan petinggi partai, yakni orang-orang yang secara formal merupakan
representasi kehendak kelembagaan partai itu sendiri.

Fakta ini menghadirkan paradoks yang belum terselesaikan
secara doktrinal. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya UU
Tipikor) merumuskan korporasi sebagai "kumpulan orang dan atau
kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun
bukan badan hukum" (Pasal 1 angka 1). Rumusan yang luas ini
membuat partai politik, yang berstatus badan hukum menurut
Undang-Undang Partai Politik, memenuhi kualifikasi sebagai
korporasi dan karenanya dapat menjadi subjek tindak pidana korupsi.
Di sisi lain, sampai hari ini belum ada satu pun partai politik yang
dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai korporasi atas korupsi
yang dilakukan pengurus atau organnya, sekalipun keuntungan dari
tindak pidana itu dalam sejumlah perkara diduga mengalir dan
dinikmati oleh partai sebagai organisasi.

Paradoks ini bukan semata-mata masalah kelemahan norma. Ia
bersumber dari kelemahan asas. Selama mens rea, yaitu niat atau sikap
batin jahat sebagai unsur subjektif pertanggungjawaban pidana,
hanya dipahami sebagai atribut individual yang kemudian
"diturunkan" kepada korporasi, partai politik sebagai entitas
kelembagaan akan selalu lolos dari jeratan hukum pidana. Partai
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selalu dapat berdalih bahwa yang berniat jahat adalah pengurus
secara pribadi, bukan partai sebagai organisasi. Pemecatan kader yang
tertangkap tangan, yang kerap diumumkan dengan cepat, menjadi
semacam ritual pembersihan diri yang memutus hubungan antara
perbuatan kader dan tanggung jawab lembaga.

Bab ini membangun argumen bahwa paradoks tersebut hanya
dapat diselesaikan melalui rekonstruksi asas. Mens rea partai politik
sebagai korporasi tidak dapat lagi dipahami sebagai turunan dari mens
rea individual pengurusnya. la harus dipahami sebagai organizational
mens rea, yaitu kehendak institusional yang terbentuk dari kebijakan,
budaya organisasi, dan pola kepentingan yang menguntungkan partai
sebagai badan hukum yang otonom. Pola rekrutmen kader yang
berlangsung masif dan terstruktur dalam pusaran kepentingan
finansial partai merupakan salah satu manifestasi paling nyata dari
kehendak institusional tersebut.

Untuk sampai pada kesimpulan itu, uraian disusun secara
bertahap. Bagian pertama menempatkan partai politik sebagai subjek
hukum pidana korporasi. Bagian kedua menguji kelemahan doktrin
derivatif, yaitu teori identifikasi dan vicarious liability. Bagian ketiga
memperkenalkan konstruksi organizational mens rea beserta akar
teoretis dan perbandingannya di berbagai sistem hukum. Bagian
keempat dan kelima menunjukkan bagaimana kepentingan yang
menguntungkan dan pola rekrutmen dapat dibaca sebagai penanda
kehendak institusional partai. Bagian keenam menarik implikasinya
bagi rekonstruksi asas, dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) 2023 sebagai titik pijak hukum positif dan Pancasila sebagai
pijakan filosofis.

Partai Politik sebagai Subjek Hukum Pidana Korporasi
Sebelum membahas mens rea, perlu dipastikan lebih dahulu bahwa
partai politik memang dapat diposisikan sebagai pelaku tindak
pidana. Pertanyaan ini penting karena sebagian kalangan masih
memandang partai politik sebagai lembaga politik yang berada di luar
jangkauan hukum pidana, seolah-olah satu-satunya mekanisme
pertanggungjawaban partai adalah mekanisme Kketatanegaraan
berupa pembubaran oleh Mahkamah Konstitusi.

Satriadi




Mens Rea Kelembagaan Partai Politik Sebagai Korporasi

Daftar Pustaka
Ali, M. (2013). Asas-asas hukum pidana korporasi. Rajawali Pers.

Antara. (2019, Januari 4). PT DGI divonis Rp86,19 miliar.
Antaranews.com.
https://www.antaranews.com/berita/783698/pt-dgi-divonis-
rp8619-miliar

Antara. (2026, April 27). KPK nilai kaderisasi parpol perlu diperbaiki
usai 371 politisi korupsi. Antaranews.com.
https://www.antaranews.com/berita/5544637 /kpk-nilai-
kaderisasi-parpol-perlu-diperbaiki-usai-371-politisi-korupsi

Anti-Corruption Learning Center KPK. (2024, September 13).
Pendanaan parpol, kunci mengatasi korupsi. Komisi Pemberantasan
Korupsi. https://aclc.kpk.go.id /aksi-
informasi/Eksplorasi/20240913-pendanaan-parpol--kunci-
mengatasi-korupsi

Arief, B. N. (2008). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum
pidana dalam penanggulangan kejahatan. Kencana.

Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). Democracy for sale: Elections,
clientelism, and the state in Indonesia. Cornell University Press.

Asshiddigqie, ]. (2005). Kemerdekaan berserikat, pembubaran partai
politik, dan Mahkamah Konstitusi. Konstitusi Press.

Bribery Act 2010 (UK), c. 23.

Bucy, P.H. (1991). Corporate ethos: A standard for imposing corporate
criminal liability. Minnesota Law Review, 75(4), 1095-1184.

Clough, J., & Mulhern, C. (2002). The prosecution of corporations.
Oxford University Press.

Coffee, J. C., Jr. (1981). "No soul to damn: No body to kick": An
unscandalized inquiry into the problem of corporate punishment.
Michigan Law Review, 79(3), 386-459.

Criminal Code Act 1995 (Cth) (Australia), Part 2.5 Corporate Criminal
Responsibility, s 12.3.

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Italia), Disciplina della

Satriadi




Mens Rea Kelembagaan Partai Politik Sebagai Korporasi

responsabilita amministrativa delle persone giuridiche, delle
societa e delle associazioni anche prive di personalita giuridica.

Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 (UK), c. 56.

Fisse, B., & Braithwaite, ]J. (1993). Corporations, crime and
accountability. Cambridge University Press.

French, P. A. (1979). The corporation as a moral person. American
Philosophical Quarterly, 16(3), 207-215.

Gierke, 0. (1900). Political theories of the Middle Age (F. W. Maitland,
Penerj.). Cambridge University Press.

Gobert, ], & Punch, M. (2003). Rethinking corporate crime.
Butterworths LexisNexis.

Hiariej, E. 0. S. (2016). Prinsip-prinsip hukum pidana (Ed. revisi).
Cahaya Atma Pustaka.

Hoge Raad. (2003, 21 Oktober). Drijfmest-arrest,
ECLI:NL:HR:2003:AF7938, N] 2006/328.

Huda, C. (2006). Dari "tiada pidana tanpa kesalahan" menuju kepada
"tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan": Tinjauan
kritis  terhadap teori pemisahan tindak pidana dan
pertanggungjawaban pidana. Kencana.

Hukumonline. (2023). Mengurai actus reus dan mens rea pidana
korporasi dalam KUHP Nasional.
https://www.hukumonline.com/berita/a/mengurai-actus-reus-
dan-mens-rea-pidana-korporasi-dalam-kuhp-nasional-
1t642ee304b78ft/

Laufer, W. S. (2006). Corporate bodies and guilty minds: The failure of
corporate criminal liability. University of Chicago Press.

Lederman, E. (2000). Models for imposing corporate criminal liability:
From adaptation and imitation toward aggregation and the search
for self-identity. Buffalo Criminal Law Review, 4(1), 641-708.

Lennard'’s Carrying Co Ltd v Asiatic Petroleum Co Ltd [1915] AC 705
(HL).
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). Peraturan Mahkamah

Satriadi

131



Mens Rea Kelembagaan Partai Politik Sebagai Korporasi

Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan
Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058.

Mietzner, M. (2013). Money, power, and ideology: Political parties in
post-authoritarian Indonesia. NUS Press.

Mietzner, M. (2015). Dysfunction by design: Political finance and
corruption in Indonesia. Critical Asian Studies, 47(4), 587-610.
https://doi.org/10.1080/14672715.2015.1079991

Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana (Ed. revisi). Rineka Cipta.

Muladi, & Priyatno, D. (2015). Pertanggungjawaban pidana korporasi.
Kencana Prenada Media Group.

New York Central & Hudson River Railroad Co. v. United States, 212 U.S.
481 (1909).

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Pieth, M., & Ivory, R. (Eds.). (2011). Corporate criminal liability:
Emergence, convergence, and risk. Springer.

Rahardjo, S. (2009). Hukum dan perilaku: Hidup baik adalah dasar
hukum yang baik. Penerbit Buku Kompas.

Remmelink, J. (2003). Hukum pidana: Komentar atas pasal-pasal
terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan

padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.
Gramedia Pustaka Utama.

Rosman, A. (2025, Mei 26). Wacana dana parpol naik 10 kali lipat
mencuat, bagaimana dasar hukumnya? Katadata.
https://katadata.co.id/amp/berita/nasional/6833b5dacd09a/wa
cana-dana-parpol-naik-10-kali-lipat-mencuat-bagaimana-dasar-
hukumnya

Sjahdeini, S. R. (2017). Ajaran pemidanaan: Tindak pidana korporasi
dan seluk-beluknya (Ed. 2). Kencana.

Sjawie, H. F. (2015). Pertanggungjawaban pidana korporasi pada

Satriadi




Mens Rea Kelembagaan Partai Politik Sebagai Korporasi

tindak pidana korupsi. Prenadamedia Group.
Tesco Supermarkets Ltd v Nattrass [1972] AC 153 (HL).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6842.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801,
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2011. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3874, sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001. Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150.

Wahyudi, H. (2026, Januari 6). Baru berlaku langsung diubah, berikut
pasal KUHP baru yang disesuaikan. Dandapala.
https://dandapala.com/article/detail /baru-berlaku-langsung-
diubah-berikut-pasal-kuhp-baru-yang-disesuaikan

Wells, C. (2001). Corporations and criminal responsibility (2nd ed.).
Oxford University Press.

Satriadi

133



Mens Rea Kelembagaan Partai Politik Sebagai Korporasi

PROFIL PENULIS

I

Satriadi

Riwayat pendidikan S1 UIN Alauddin Makassar
Tahun lulus 2012, S2 Universitas Gadjah Mada
Tahun lulus 2018, S3 Universitas Diponegoro
Tahun 2024-sekarang, bidang kepakaran:
Hukum pidana, hukum acara pidana,
pekerjaan: Dosen.

Email Penulis: adhysatriadi@gmail.com

Satriadi



ﬁ'

BAB 6
KEADILAN SUBSTANTIF
SERTIFIKASI HALAL
INDONESIA DALAM
REZIM PERDAGANGAN
WTO

Ahmad Saparwadi, S.H., M.H.
Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor Lombok Timur




Keadilan Substantif Sertifikasi Halal Indonesia Dalam Rezim Perdagangan WTO

Pendahuluan

Kewajiban sertifikasi halal membuat Indonesia menghadapi persoalan
hukum yang lebih luas daripada sekadar penerbitan sertifikat halal.
Negara harus menjaga kepercayaan terhadap produk halal sekaligus
memastikan bahwa prosedur wajib tersebut tidak terlalu membebani
perdagangan. Hal tersebut didasarkan pada peraturan perundang-
undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Akan tetapi, peraturan
dalam negeri belum otomatis membuat sertifikat Indonesia diterima
di pasar ekspor. Dengan demikian, hubungan antara perlindungan
konsumen dan penerimaan di negara lain menjadi penentu manfaat
sertifikasi bagi produsen nasional.

Persoalan tersebut harus segera diantisipasi mengingat akan
berakhirnya penahapan kewajiban sertifikasi usaha mikro dan kecil
pada 17 Oktober 2026. Untuk makanan dan minuman luar negeri,
Pasal 160 ayat (3) PP Nomor 42 Tahun 2024 menghubungkan
penetapan kewajiban dengan penyelesaian kerja sama pengakuan.
Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
Nomor 4 Tahun 2026 juga mengatur pemastian kesesuaian produk
impor. Pertemuan antara pengakuan dan pemeriksaan barang
menimbulkan pertanyaan mengenai batas pemeriksaan tambahan
agar jaminan halal tetap terpelihara tanpa mengulang prosedur yang
telah diterima.

BPJPH melaporkan kerja sama dengan 126 Lembaga Halal Luar
Negeri (LHLN) pada Oktober 2026 (Badan Penyelenggara Jaminan
Produk Halal, 2026). Angka itu menggambarkan jaringan sertifikasi,
tetapi belum menunjukkan penerimaan sertifikat Indonesia di negara
mitra ataupun pengurangan biaya eksportir. Perbedaan antara jumlah
kerja sama dan manfaat pengakuan perlu diperhatikan agar
perkembangan kelembagaan tidak langsung disamakan dengan
peningkatan daya saing.

Dalam kerangka keadilan substantif, perlindungan atas
keyakinan konsumen harus dipahami bersamaan dengan kemampuan
produsen menunaikan kewajibannya. Hukum progresif memandang
hukum sebagai sarana untuk melayani manusia (Aulia, 2018),
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sedangkan magqasid al-shari‘ah menempatkan kemaslahatan sebagai
tujuan yang menyeluruh (Auda, 2007). Studi tentang tata kelola halal
menunjukkan bahwa regulasi yang tidak harmonis, kapasitas yang
terbatas, dan biaya dapat menurunkan partisipasi pelaku usaha
(Supriyadi et al., 2024). Oleh sebab ituy, sertifikasi yang kredibel perlu
disertai prosedur yang terjangkau dan kesempatan memperoleh
manfaat ekonomi.

Potensi pengaruh suatu regulasi dapat dijelaskan melalui
konsep regulatory power dan Brussels Effect (Bradford, 2015, 2020).
Namun, penyesuaian perusahaan terhadap pasar Indonesia berbeda
dari pengakuan atas hasil sertifikasi melalui perundingan. Pasar yang
besar belum membuktikan bahwa negara lain mengadopsi standar
nasional. Kajian tentang pengaruh regulasi Uni Eropa menunjukkan
pentingnya desain hukum dan kesesuaian kepentingan dengan mitra
(Cahyadi et al., 2026). Penerapannya pada produk halal memerlukan
penyesuaian karena produksi dapat dipisahkan menurut pasar tujuan.

Berbagai kajian telah membahas kepentingan moral publik dalam
GATT, kaitan antara standar syariah dan perdagangan, serta
perancangan kebijakan halal yang selaras dengan TBT Agreement
(Yuanitasari et al., 2025). Penelitian mengenai jaringan sertifikasi
halal Malaysia dan rantai nilai halal juga menjelaskan bagaimana
hubungan kelembagaan memengaruhi pasar (Nisa, 2023). Namun,
masih diperlukan kajian lebih mendalam tentang bagaimana
pengakuan tersebut diwujudkan menjadi komitmen operasional bagi
eksportir, terutama ketika sertifikat yang telah diakui tetap harus
melalui pemeriksaan tambahan.

Bab ini menyusun kerangka yang membedakan tiga aspek, yaitu
kesetaraan tujuan regulasi, keandalan penilaian kesesuaian, dan
efektivitas penerimaan sertifikat. Ketiganya menghubungkan
keinginan hukum untuk melindungi konsumen dan mempermudah
perdagangan dengan kenyataan bahwa pengakuan administratif
belum tentu menghasilkan akses pasar. Kontribusi analisis ini terletak
pada penjelasan mengenai hubungan antara berbagai lapis pengakuan
dan batas pemeriksaan tambahan, tanpa menuntut penyeragaman
seluruh interpretasi maupun penerapan satu standar halal global.
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Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak mendasar yang melekat
pada setiap individu sejak lahir, bersifat tidak dapat dicabut, serta
wajib dihormati oleh siapa pun. HAM mencakup cakupan yang luas,
mulai dari hak sipil dan politik (seperti hak hidup, kebebasan, dan
kebebasan berpendapat) hingga hak sosial, ekonomi, dan budaya
(seperti hak atas pangan, pekerjaan, pendidikan, dan partisipasi
budaya) (Neta, 2011).

Doktrin HAM telah diakui secara global sebagai pedoman moral,
politik, dan hukum guna menciptakan dunia yang damai serta
terbebas dari ketakutan, penindasan, dan ketidakadilan. Demokrasi
merupakan sarana untuk mewujudkan negara yang tangguh dalam
menjamin serta melindungi hak asasi manusia. Sebaliknya,
pelaksanaan sistem demokrasi itu sendiri harus selalu berlandaskan
pada prinsip-prinsip hak asasi manusia (Ariyanti & Habibah, 2023).
Keadilan dan HAM adalah prinsip universal serta kebutuhan rohani
penting bagi peradaban yang beradab. Tanpa terhalang batasan
geografis, ras, agama, atau ideologi, kedua nilai ini menjadi elemen
krusial yang menentukan keberadaan dan kemajuan peradaban umat
manusia (Riyadi & Abdi, 2007).

Konsep negara hukum demokratis saat ini sangat erat kaitannya
dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Konsepsi negara
hukum modern tidak hanya menuntut hadirnya iklim demokrasi yang
sehat, tetapi juga mewajibkan adanya pengakuan serta perlindungan
terhadap HAM sebagai anugerah kodrati dari Tuhan Yang Maha Esa
kepada setiap individu (Azzahra & Hakiki, 2025). Dalam negara
hukum demokratis, adanya rekayasa legitimasi kehendak rakyat yang
digunakan oleh elit politik dan pemegang kekuasaan untuk
membenarkan kebijakan, sementara proses pembentukan dukungan
publik itu berpotensi melemahkan kontrol demokratis dan
perlindungan HAM.

Tatanan demokrasi yang matang dan bijaksana akan sulit tercapai
apabila praktik-praktik manipulatif terus dibiarkan. Oleh karena itu,
elemen suprastruktur dan infrastruktur politik bertanggung jawab
penuh untuk mengikis kecurangan tersebut (Soesatyo, t.t.). Meski
setiap warga negara memiliki hak setara untuk menjadi pejabat publik
mulai dari tingkat desa hingga kepemimpinan nasional seorang calon
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pemimpin, khususnya presiden, wajib melalui proses rekrutmen dan
persiapan yang matang. Publik berhak mengetahui rekam jejak serta
kesiapan tersebut guna memastikan figur yang terpilih memiliki
integritas di segala aspek.

Rekayasa dan manipulasi kehendak rakyat merupakan bentuk
kejahatan politik yang melumpuhkan esensi utama demokrasi. Ketika
aspirasi dan suara murni rakyat dimanipulasi baik melalui kecurangan
terstruktur, propaganda menyesatkan, politik uang, maupun
penyalahgunaan wewenang hal tersebut secara tidak langsung
merampas Hak Asasi Manusia (HAM) paling mendasar, yaitu hak
untuk menentukan nasib sendiri (right to self-determination) dan hak
atas pemerintahan yang adil serta berintegritas.

Praktik Demokrasi “Salah Kaprah”

Konsep demokrasi secara umum terbagi menjadi dua sudut pandang
utama. Pertama, pandangan minimalis diusung oleh Schumpeter dan
Przeworski yang menyederhanakan demokrasi sebatas keberhasilan
penyelenggaraan pemilu dan penentuan pejabat publik melalui
pemungutan suara. Kedua, pandangan maksimalis yang memaknai
demokrasi lebih luas, yaitu sebagai budaya dan ideologi yang
menuntut penanaman nilai-nilai hakiki seperti kebebasan, kesetaraan,
keadilan, toleransi, partisipasi, dan penghormatan atas hak asasi
manusia (Noor, 2016). Sebagai negara hukum demokratis, terdapat
berbagai tantangan dan problem yang terjadi.

Pertama, keberlangsungan negara demokrasi konstitusional
modern dalam proses perumusan kebijakan publik bergantung pada
berfungsinya mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan
checks and balances secara efektif di antara lembaga-lembaga yang
terlibat dalam pembentukan kebijakan (Suryawan, 2020). Namun hal
ini tidak berjalan dengan baik.

Masalah demokrasi di Indonesia berakar dari ketidakmampuan
partai politik dalam menjalankan fungsinya. Merujuk pada Giovanni
Sartori, partai politik pada dasarnya adalah ‘part of a whole' elemen
plural dalam masyarakat yang mewakili identitas tertentu, berfungsi
menyalurkan aspirasi dan kepentingan warga, sekaligus berorientasi
pada pencapaian kekuasaan (Ardiansa, 2025, hlm. 14).
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Pendahuluan

Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana menandai babak baru pembaruan
hukum pidana nasional setelah lebih dari satu abad bangsa Indonesia
hidup di bawah naungan Wetboek van Strafrecht warisan kolonial.
Moeljatno sejak lama menegaskan bahwa hukum pidana tidak dapat
dipahami semata-mata sebagai kumpulan larangan dan ancaman
sanksi, melainkan sebagai sistem asas yang menata hubungan antara
negara, pelaku, dan korban dalam bingkai keadilan. KUHP Nasional
membawa serta seperangkat asas pemidanaan khusus, yaitu aturan
tentang perbarengan tindak pidana atau concursus, percobaan atau
poging, penyertaan atau deelneming, pengulangan tindak pidana atau
residivisme, serta pertanggungjawaban pidana Kkorporasi, yang
kesemuanya diformulasikan ulang dengan semangat yang berbeda
dari induknya yang lama.

Perubahan paradigma ini tidak berhenti pada penggantian
nomenklatur. Pasal 54 KUHP Nasional memperkenalkan pedoman
pemidanaan yang mewajibkan hakim mempertimbangkan sebelas
unsur, mulai dari kesalahan pembuat, motif dan tujuan melakukan
tindak pidana, sikap batin pembuat, sampai pengaruh tindak pidana
terhadap korban dan keluarganya, sebelum menjatuhkan putusan.
Ketentuan ini mengakhiri corak legisme yang selama ini
membelenggu hakim pada tarif pidana minimum dan maksimum
semata, sekaligus membuka ruang subjektivitas yang jauh lebih luas
dibandingkan rezim KUHP lama. Ruang subjektivitas yang melebar
inilah yang menjadi titik tolak tulisan ini, karena asas pemidanaan
khusus yang sejatinya dirancang untuk menata keadilan justru
berpotensi menjelma menjadi sumber disparitas baru apabila tidak
dibingkai dengan batasan filosofis yang kokoh.

Tulisan ini berangkat dari keyakinan bahwa jawaban atas
persoalan tersebut tidak semata-mata terletak pada kelengkapan
norma, melainkan pada cara hukum pidana dipahami, ditafsirkan, dan
dijalankan oleh aparat penegak hukum, terutama hakim sebagai
pemutus akhir. Di sinilah gagasan hukum progresif yang dirintis
Satjipto Rahardjo menjadi relevan untuk dibaca ulang dalam konteks
hukum pidana. Hukum progresif menolak pandangan hukum sebagai
sistem logis yang final dan tertutup, serta menuntut agar hukum
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senantiasa dibaca dalam kaitannya dengan tujuan sosialnya yang
paling mendasar, yakni kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.
Dalam konteks pemidanaan, cara berhukum semacam ini berarti
membaca kembali asas-asas pemidanaan khusus bukan sebagai teks
mati yang hanya menentukan berat-ringannya sanksi, melainkan
sebagai mandat hidup untuk menata ulang relasi antara kepastian
hukum dan keadilan substantif.

Pembaruan hukum pidana nasional sesungguhnya telah
diupayakan sejak dekade 1960-an melalui berbagai rancangan
undang-undang yang silih berganti, namun baru menemukan titik
tolaknya pada tahun 2023 setelah melalui proses legislasi yang
panjang dan penuh perdebatan publik. Sudarto jauh sebelum
pengesahan tersebut telah mengingatkan bahwa pembaruan hukum
pidana tidak dapat dipandang sebagai proyek teknis semata,
melainkan harus dipahami sebagai bagian dari kebijakan sosial yang
lebih luas, yaitu upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat
melalui penanggulangan kejahatan secara rasional dan manusiawi.
Pandangan ini menjadi semakin relevan ketika KUHP Nasional, alih-
alih sekadar mengganti angka ancaman pidana, justru merombak
struktur dasar pertanggungjawaban pidana melalui pedoman
pemidanaan yang memberi hakim keleluasaan jauh lebih besar
dibandingkan rezim sebelumnya.

Keleluasaan yang lebih besar tersebut semestinya disambut
dengan optimisme, mengingat salah satu kritik paling tajam terhadap
rezim KUHP lama adalah kekakuannya yang membuat hakim kerap
terjebak pada penerapan tarif pidana secara mekanis tanpa
mempertimbangkan konteks individual pelaku dan korban. Namun
demikian, setiap pelebaran ruang diskresi dalam sejarah hukum
pidana selalu membawa dua kemungkinan yang berlawanan, yaitu
kemungkinan terwujudnya keadilan yang lebih responsif terhadap
kekhususan setiap perkara, dan kemungkinan terbukanya celah bagi
subjektivitas yang tidak terkendali. Tulisan ini meyakini bahwa arah
mana yang akan ditempuh sangat bergantung pada kerangka berpikir
yang dibangun bersamaan dengan pemberian ruang diskresi tersebut,
dan kerangka berpikir itulah yang menjadi inti persoalan yang hendak
dijawab oleh bab ini.
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Pendahuluan

Dalam konteks bernegara, penghormatan dan pemuliaan terhadap
Hak Asasi Manusia menjadi hal yang sangat fundamental. Hak asasi
manusia selalu mengarah pada ikhtiar memuliakan kehidupan
individu, sosial dan politik. Indonesia sebagai negara hukum yang
demokratis telah meletakkan fondasi yang sangat kuat terkait
pemuliaan, pemajuan dan  perlindungan hak asasi manusia,
sebagaimana tertuang di dalam Pasal 28C dan 28I Ayat 4 Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa
perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi
manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Ideal-ideal pemuliaan, pemajuan dan penegakan hak asasi
manusia ternyata tidak berjalan dengan baik dan mengalami anomali.
Realitas dilapangan memperlihatkan terjadi paradoks, terutama yang
terjadi pada pembela hak asasi manusia dan pembela lingkungan
Pembela HAM adalah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan
orang yang, secara individu atau bersama orang lain, mengambil
tindakan untuk mempromosikan atau melindungi hak asasi manusia
(Fitriani et al., 2021).

Pembela HAM memiliki peran fundamental dalam melindungi
dan memajukan hak asasi manusia secara global. Adapun keterlibatan
mereka, yakni melakukan advokasi, pemantauan, dokumentasi,
litigasi, dan protes secara damai (Ervinta, 2025; Rawaqa, 2025).

Dari masa ke masa, para Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) atau
human rights defenders di Indonesia tak henti-hentinya menghadapi
ancaman dan serangan dalam berbagai bentuk. Kondisi itu tak hanya
merintangi perjuangan dan advokasi untuk membela HAM
masyarakat yang tertindas, tetapi juga mengakibatkan beragam
dampak buruk, termasuk mengancam keselamatan Pembela HAM itu
sendiri (Kemitraan, 2024).

Dalam data yang dikeluarkan oleh Wahana Lingkungan Hidup
menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2014-2023. Wahana
Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mencatat total korban mencapai
827 orang. Dari jumlah tersebut, rinciannya 6 meninggal, 145
ditangkap, 28 tersangka, 9 anak-anak, 19 perempuan, serta 620 orang
luka-luka mulai ringan hingga berat akibat kekerasan aparat
(Wardani, 2024).
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Data yang dihimpun dan dilansir oleh Walhi menunjukkan betapa
pegiat, pembela ham dan lingkungan menjadi sangat rawan. Negara
dan aparatnya kerap dengan mudah melakukan kriminalisasi. Para
pegiat ham dan pembela lingkungan yang menjadi korban
kriminalisasi adalah mereka yang kadang menolak proyek dan
pembangunan dari pemerintah yang ditengarai berpotensi kuat
merusak lingkungan.

Seturut itu, mengutip data dari Auriga Nusantara,
mengonfirmasi terkait kekerasan dan intensitas kekerasan yang
dialami oleh Pembela HAM Lingkungan Hidup yang cukup merata di
beberapa daerah di Indonesia. Auriga mengungkapkan bahwa
sepanjang 2014 sampai dengan 2023 terdapat 133 kasus SLAPP
(Strategic Lawsuit Against Public Participation) atau sama dengan 13,3
kasus per tahun. Dari jumlah itu, kriminalisasi menempati urutan
pertama sebagai ancaman terhadap Pembela HAM Lingkungan Hidup
dengan 82 kasus. Kemudian disusul oleh kekerasan fisik (20 kasus),
intimidasi (15 kasus), pembunuhan (12 kasus), deportasi dan
perusakan properti masing-masing dua kasus. Berdasarkan wilayah,
Jawa dan Sumatra mencatat kasus tertinggi, masing-masing 36 dan 30
kasus. Pulau Sulawesi dan Kalimantan menyusul, masing-masing 23
dan 22 kasus. Kemudian Bali dan Nusa Tenggara 15 kasus, Kepulauan
Maluku 5 kasus, dan Tanah Papua 2 kasus (Satya Bumi & Protection
International, 2024).

Persoalan yang telah disajikan kemudian mengonfirmasi bahwa
Indonesia merupakan negara dengan tingkat risiko yang tinggi bagi
para pembela hak asasi manusia (Pembela HAM). Pemberitaan
mengenai kekerasan yang dialami Pembela HAM di Indonesia, seperti
penculikan, pemenjaraan, atau pembunuhan akibat mengkritik
kebijakan pemerintah, merupakan kisah kelam yang mewarnai
perjuangan para Pembela HAM (Rahayu, 2010).

Kriminalisasi terhadap pembela HAM tidak hanya menyasar
aktivis pro-demokrasi, tetapi juga jurnalis, pegiat lingkungan, hingga
masyarakat adat yang memperjuangkan hak-hak dasar mereka.
Berbagai laporan lembaga nasional maupun internasional
mengindikasikan bahwa kasus-kasus kriminalisasi semakin
meningkat, baik melalui penggunaan pasal karet dalam undang-
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Penutup

Pada akhirnya, jalan menuju keadilan bagi pembela HAM menuntut
lebih dari sekadar penyempurnaan peraturan perundang-undangan.
[a memerlukan perubahan orientasi politik hukum, reformasi institusi
penegak hukum, pencegahan kriminalisasi, penguatan akuntabilitas,
pemulihan korban, serta demokratisasi hubungan antara negara dan
masyarakat sipil.

Hukum progresif memberikan landasan konseptual untuk
perubahan tersebut dengan menempatkan manusia sebagai tujuan
utama hukum. Akan tetapi, orientasi kemanusiaan tidak boleh
berhenti sebagai slogan. Ia harus diwujudkan melalui norma yang
jelas, prosedur yang adil, lembaga yang bertanggung jawab, dan hasil
perlindungan yang dapat diukur.

Dalam konteks perlindungan pembela HAM, keadilan substantif
menuntut agar negara tidak hanya menjamin hak secara abstrak,
tetapi juga menyediakan kondisi yang memungkinkan hak tersebut
dijalankan tanpa rasa takut. Pembela HAM harus memperoleh
perlindungan ketika mengungkap dugaan pelanggaran, mendampingi
korban, mengkritik kebijakan, atau mengawasi penyalahgunaan
kewenangan, sepanjang aktivitasnya dilakukan dalam lingkup hak
yang dilindungi hukum
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Landasan Hukum Progresif

Hukum progresif merupakan paradigma pemikiran hukum yang
menempatkan manusia dan keadilan sebagai orientasi utama dalam
penyelenggaraan hukum. Pemikiran ini dikembangkan oleh Satjipto
Rahardjo sebagai kritik terhadap pandangan yang menempatkan
hukum semata-mata sebagai seperangkat aturan formal. Satjipto
Rahardjo mengemukakan bahwa hukum seharusnya lebih fleksibel
dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial. la menekankan
bahwa penegakan hukum perlu didasarkan pada prinsip-prinsip
sosial dan moral yang berorientasi pada kesejahteraan publik, bukan
hanya kepatuhan prosedural (Sumekto, 2019).

Gagasan tersebut dikenal melalui prinsip bahwa hukum adalah
untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Prinsip ini menegaskan
bahwa penerapan hukum perlu mempertimbangkan tujuan hukum,
keadaan konkret dan akibat yang timbul bagi masyarakat. Kepatuhan
terhadap prosedur tetap diperlukan. Tetapi tidak seharusnya
menghilangkan perhatian terhadap keadilan substantif. Dengan
demikian, hukum progresif mendorong penafsiran dan penerapan
hukum yang responsif terhadap persoalan sosial. Tanpa mengabaikan
kepastian hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam konteks hukum adat, pemikiran progresif memberikan
landasan untuk memahami bahwa pelestarian adat tidak harus berarti
mempertahankan seluruh norma dan praktik secara tidak berubah.
Norma adat perlu dipahami dalam hubungannya dengan sejarah, nilai
budaya dan kebutuhan masyarakat adat. Ketika penerapan suatu
norma menimbulkan persoalan keadilan. Diperlukan evaluasi yang
tetap menghormati identitas komunitas masyarakat adat.

Hukum Adat sebagai Living Law

Hukum adat merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu
Adatrecht. Pertama kali diperkenalkan oleh Prof. C. Snouck Hurgronje.
Dalam buku yang berjudul De Atjehers, yang menyebutkan istilah
hukum adat sebagai adat Recht yang merupakan istilah dari sistem
pengendalian sosial/Social Control yang hidup didalam masyarakat di
Indonesia. Istilah tersebut kemudian dikembangkan oleh Cornelis dan
Van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar hukum adat di Hindia
Belanda (belum menjadi Indonesia). Adat Recht menurut nya
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merupakan nomenklatur yang merupakan suatu sistem hukum asli
yang sesuai dengan alam pikiran masyarakat yang mendiami seluruh
penjuru Nusantara (A. Suriyaman Mustari, 2017).

Manusia » Kebiasaan »  Adat ——— | Hukum Adat

Gambar 10.1: Lahirnya Hukum Adat
Sumber: A. Asfi, 2021

Gambar di atas menunjukkan proses bagaimana hukum adat
lahir. Prosesnya dimulai dari manusia yang memiliki pikiran,
kehendak, dan perilaku, yang kemudian berubah menjadi suatu
kebiasaan. Dari kebiasaan, kemudian berkembang menjadi adat, lalu
berkembang lagi menjadi hukum adat. Hukum adat berakar dari adat,
yang merupakan kebiasaan, norma, dan aturan yang lahir serta
berkembang dalam masyarakat secara turun-temurun. Dari adat
inilah lahir hukum adat. Oleh karena itu, menurut para ahli hukum
adat, seperti Raden Soepomo, hukum adat adalah sinonim dari hukum
yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif; hukum yang hidup
sebagai konvensi di badan hukum negara (parlemen, dewan provinsi,
dan sebagainya); serta hukum yang hidup sebagai peraturan
kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup, baik di kota
maupun di desa-desa. Menurut Soekanto, hukum adat adalah
kompleks adat-adat yang Kkebanyakan tidak dibukukan atau
dikodifikasikan, bersifat memaksa, dan memiliki sanksi. .

Ciri-ciri hukum adat adalah (Rizki, 2025):
1. Tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan dan tidak
dikodifikasikan;
Tidak tersusun secara sistematis;
Tidak di himpun dalam kitab perundangan;
Tidak teratur;
Keputusan tidak memakai konsideran (pertimbangan) dan
Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai
penjelasan.

Ruang lingkup hukum adat mencakup berbagai aspek kehidupan
mulai dari hukum perorangan, keluarga dan waris, persekutuan
masyarakat, tanah dan kekayaan, delik atau pidana adat, peradilan
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Hukum Progresif sebagai Perspektif Membaca Kekuasaan
Pemikiran hukum progresif yang dikembangkan Satjipto Rahardjo
lahir dari kegelisahan terhadap cara berhukum yang terlalu
menempatkan hukum sebagai bangunan aturan yang harus dijalankan
secara mekanis. Bagi Satjipto, hukum tidak dapat dipisahkan dari
manusia dan kehidupan sosial yang menjadi tempat hukum bekerja.
Hukum bukan tujuan pada dirinya sendiri, melainkan sarana untuk
mencapai sesuatu yang lebih besar, yaitu kehidupan manusia yang
lebih baik. Pandangan tersebut menjadi dasar penting dalam
memahami hukum progresif sebagai suatu cara berpikir yang
menempatkan manusia sebagai pusat dari proses berhukum (Satjipto
Rahardjo, 2009).

Hukum senantiasa berada dalam proses menjadi (law in the
making), mengikuti perubahan kehidupan manusia dan
perkembangan masyarakat. Satjipto menempatkan hukum sebagai
institusi yang memiliki dimensi moral dan kemanusiaan, sehingga
keberhasilan hukum tidak cukup diukur dari kemampuan
mempertahankan ketertiban atau kepastian, tetapi juga dari
kemampuannya memberikan manfaat bagi kehidupan manusia
(Rahardjo, 2016).

Cara pandang tersebut membawa konsekuensi terhadap cara
melihat peraturan perundang-undangan. Hukum tertulis tetap
penting dalam negara hukum, tetapi teks tidak dapat dilepaskan dari
tujuan yang hendak dicapai melalui pembentukannya. Pemikiran
hukum progresif Satjipto muncul dari keprihatinan terhadap
kehidupan berhukum yang terjebak dalam formalisme, sehingga teks
hukum yang semula dimaksudkan untuk manusia justru dapat
berubah menjadi sesuatu yang membatasi manusia (Aulia, 2018).

Di titik inilah hukum progresif menawarkan keberanian untuk
keluar dari cara berhukum yang mempertahankan status quo. Satjipto
memperkenalkan gagasan rule breaking sebagai keberanian untuk
mencari jalan hukum yang lebih mampu menjawab persoalan konkret
ketika cara berhukum yang konvensional mengalami kebuntuan.
Namun, rule-breaking dalam pemikiran Satjipto tidak dapat dipahami
sebagai kebebasan untuk mengabaikan hukum. Ia justru berangkat
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dari pencarian makna hukum yang lebih dalam dengan
mempertimbangkan moralitas, kepedulian, dan tujuan kemanusiaan
yang berada di balik suatu aturan (Satjipto Rahardjo, 2007).

Gagasan Satjipto mengenai hukum sebagai sesuatu yang terus
berada dalam proses menjadi membuka kemungkinan untuk
mempertanyakan kembali kecukupan suatu desain hukum Kketika
realitas kehidupan bernegara menunjukkan adanya kebutuhan yang
belum terjawab. Hukum tidak semestinya hanya mempertahankan
bangunan yang telah ada apabila bangunan tersebut tidak lagi
memadai untuk mencapai tujuan hukum. Hukum progresif karena itu
memiliki dua gerak sekaligus, yaitu keberanian untuk membongkar
kemapanan yang tidak lagi memadai dan keberanian untuk
membangun hukum yang lebih sesuai dengan kebutuhan manusia
(Satjipto Rahardjo, 2006).

Cara berpikir demikian menjadi relevan ketika hukum
ditempatkan dalam konteks kekuasaan negara. Kekuasaan
merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hukum karena
hukum sekaligus memberikan dasar, batas, dan arah bagi penggunaan
kekuasaan. Negara hukum tidak hanya membutuhkan aturan
mengenai siapa yang memperoleh kekuasaan, tetapi juga
membutuhkan desain hukum yang memastikan bagaimana kekuasaan
tersebut digunakan dan untuk tujuan apa kekuasaan tersebut
dijalankan. Persoalan hukum dengan demikian tidak berhenti pada
pertanyaan mengenai ada atau tidak adanya kewenangan, tetapi
bergerak lebih jauh kepada pertanyaan mengenai bagaimana
kewenangan tersebut dipertanggungjawabkan.

Dari sisi hukum progresif memberikan ruang untuk melihat
persoalan tersebut secara lebih substantif. Kekuasaan yang telah
memperoleh dasar konstitusional tidak dengan sendirinya menjadi
kekuasaan yang telah selesai secara hukum. Legitimasi kekuasaan
merupakan titik awal, sedangkan pertanggungjawaban atas
penggunaan kekuasaan merupakan bagian yang menentukan kualitas
negara hukum. Pada titik ini, hukum harus mampu membangun
hubungan yang seimbang antara kekuasaan dan pertanggungjawaban,
sehingga kekuasaan tidak hanya memperoleh legitimasi untuk
bertindak, tetapi juga memiliki mekanisme yang memungkinkan
setiap penggunaannya dinilai, diawasi, dan dipertanggungjawabkan.
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Pendahuluan

Demokrasi elektoral memperoleh legitimasi melalui proses yang
memungkinkan warga menentukan pemegang jabatan publik secara
bebas, setara, dan berkala. Legitimasi itu tidak selesai pada hari
pemungutan suara atau ketika komisi pemilihan mengumumkan hasil.
la juga bergantung pada mutu seluruh rangkaian: persyaratan
pencalonan yang diterapkan setara, penyelenggara yang bekerja
cermat, akses warga pada informasi dan mekanisme pengaduan, serta
penyelesaian sengketa yang dapat memperbaiki pelanggaran tanpa
menangguhkan mandat publik tanpa batas. Karena itu, kualitas
demokrasi tidak cukup diukur dari ada atau tidaknya pemilu.
Integritas pemilu mencakup aturan, pelaksanaan, dan mekanisme
koreksi yang kredibel (Birch, 2011; Norris, 2014; James et al., 2019).

Penyelesaian sengketa elektoral menanggung dua kewajiban
yang mudah berbenturan. Kewajiban pertama ialah menyediakan
akses untuk memeriksa dugaan pelanggaran yang dapat
memengaruhi hak politik atau legitimasi hasil. Kewajiban kedua ialah
mengakhiri sengketa pada waktu yang dapat diperkirakan agar
peserta, penyelenggara, pemilih, dan pemerintahan terpilih
mengetahui akibat hukum hasil pemilu. Tenggat dan finalitas
memenuhi fungsi konstitusional yang penting. Akan tetapi, jika
prosedur menutup seluruh jalan pemeriksaan atas persoalan serius
yang sebelumnya tidak mungkin diketahui atau tidak memiliki forum
efektif, kepastian dapat berubah menjadi perlindungan bagi keadaan
yang belum pernah diuji. Sebaliknya, jika setiap klaim dapat dibuka
kapan saja, mandat pemilih tidak pernah benar-benar stabil.

Sistem keadilan pemilu karena itu harus dibaca sebagai rangkaian
mekanisme, bukan sebagai satu pengadilan yang berdiri sendiri.
Pelanggaran administratif, tindak pidana, sengketa proses, dan
perselisihan hasil dapat berada di forum berbeda dengan obijek,
pemohon, tenggat, dan pemulihan yang berbeda pula. Pembagian
kompetensi membuat penanganan perkara lebih khusus, tetapi juga
dapat menimbulkan ruang kosong apabila suatu masalah tidak
tertampung oleh jalur yang tersedia atau ketika waktu untuk
mengakses satu jalur telah lewat sebelum pihak mengetahui fakta
penting. Panduan International IDEA memandang efektivitas keadilan
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pemilu dari keterpautan antara norma, institusi, prosedur, dan
pemulihan, sementara kajian sistem pemilu menekankan pentingnya
mekanisme yang dapat diakses dan konsisten (International IDEA,
2014; Joseph & McLoughlin, 2019; Concha Cantd et al., 2021).

Ketegangan itu tampak secara tajam dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV /2026, yang menyangkut hasil
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024. Permohonan diajukan
pada 10 September 2026, setelah tenggat tiga hari yang ditentukan
Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Pemilu berakhir pada 23 Maret
2024. Pemohon mempermasalahkan pemenuhan syarat pendidikan
calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka dan meminta
pembatalan sejumlah keputusan pencalonan dan hasil. Mahkamah
tidak berhenti pada lewat waktu. la mengakui kewenangannya,
memeriksa dalil dan bukti, lalu menyatakan eksepsi tenggat tidak
beralasan karena keadaan khusus dan asas ius curia novit. Pada
akhirnya, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima karena para
pemohon bukan pasangan calon presiden dan wakil presiden sehingga
tidak memiliki legal standing dalam PHPU Presiden (Mahkamah
Konstitusi [MK], 2026).

Rangkaian pertimbangan tersebut mengundang pembacaan yang
lebih teliti daripada label “progresif’ atau “melanggar finalitas”.
Mahkamah membuka pemeriksaan atas permohonan yang sangat
jauh melewati tenggat, tetapi mengunci pintu pada syarat subjek yang
secara eksplisit ditetapkan undang-undang. Pada saat yang sama,
Mahkamah memeriksa pokok bukti dan menyatakan ada keadaan
khusus yang perlu ditindaklanjuti oleh lembaga yang berwenang,
sebelum akhirnya menutup perkara melalui kedudukan hukum
pemohon. Putusan ini dengan demikian memperlihatkan perbedaan
antara akses untuk mengajukan isu, kewenangan mengadili,
kelayakan subjek sebagai pemohon, pemeriksaan fakta, dan akibat
hukum putusan. Kelima hal itu tidak boleh dicampuradukkan.

Tulisan ini menggunakan putusan tersebut sebagai kasus uji
untuk menilai hubungan antara hukum progresif Satjipto Rahardjo
dan etos profetik Kuntowijoyo dalam demokrasi elektoral. Hukum
progresif menawarkan orientasi agar hukum bekerja bagi manusia
dan tidak terperangkap dalam formalisme yang mengosongkan tujuan
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Pendahuluan: Problematika Penalaran Hukum dalam
Perkara Agraria

Persoalan agraria merupakan salah satu bidang hukum yang
memperlihatkan secara nyata keterbatasan pendekatan hukum yang
semata-mata bertumpu pada kepastian normatif (Wiryani and
Ramadhan, 2025). Tanah tidak hanya merupakan objek hak yang
dapat dikuasai, dialihkan, atau dimanfaatkan secara ekonomi, tetapi
juga memiliki dimensi sosial, historis, kultural, ekologis, dan bahkan
spiritual dalam kehidupan masyarakat (Maria S. W. Sumardjono.,
2009). Hubungan manusia dengan tanah sering kali melampaui
hubungan hukum individual antara subjek dan objek hak, karena di
dalamnya terdapat hubungan komunal, identitas masyarakat,
keberlanjutan kehidupan, serta kepentingan generasi yang akan
datang (Santini, Rifla and Siregar, 2025). Oleh karena itu, konflik
agraria pada hakikatnya tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan
menemukan norma yang berlaku dan menerapkannya secara mekanis
terhadap suatu peristiwa konkret.

Kompleksitas persoalan agraria semakin terlihat ketika hukum
berhadapan dengan berbagai kepentingan yang sama-sama
memperoleh legitimasi normatif. Negara memiliki kewenangan untuk
mengatur peruntukan, penggunaan, penguasaan, dan pemanfaatan
tanah serta sumber daya alam berdasarkan mandat konstitusional
(Arizona, 2016). Masyarakat memiliki hak individual, hak masyarakat
hukum adat, kepentingan atas ruang hidup, serta kepentingan untuk
memperoleh  perlindungan lingkungan hidup. Kepentingan
pembangunan juga memperoleh legitimasi sepanjang diarahkan
untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pertemuan berbagai
kepentingan tersebut dapat melahirkan ketegangan antara kepastian
hukum dan keadilan, kepentingan pembangunan dan perlindungan
masyarakat, serta kewenangan negara dan pengakuan terhadap hak
masyarakat. Persoalan agraria pada akhirnya tidak hanya berkaitan
dengan bunyi suatu norma, tetapi juga dengan cara memaknai dan
menerapkan norma tersebut agar mampu menghasilkan keadilan
substantif.

Perspektif konstitusional memberikan dimensi yang lebih
mendalam terhadap persoalan tersebut. Pasal 33 ayat (3) Undang-
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Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan
bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam
penguasaan negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penguasaan negara
terhadap sumber daya agraria tidak dapat dipahami sebagai
kewenangan yang bersifat absolut. Penguasaan negara mengandung
tujuan sosial yang harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
Konstitusi juga memberikan jaminan terhadap kepastian hukum yang
adil, perlindungan hak milik, pengakuan terhadap masyarakat hukum
adat, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta keadilan
sosial (Yulianti, 2021). Penalaran hukum dalam perkara agraria,
karena itu harus mampu mempertemukan berbagai norma dan nilai
konstitusional tersebut dalam suatu konstruksi argumentasi yang
koheren.

Mahkamah Konstitusi memiliki posisi strategis dalam
membangun penalaran hukum konstitusional di bidang agraria.
Kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar memberikan ruang bagi Mahkamah untuk menentukan
konstitusionalitas suatu norma sekaligus mengembangkan
pemaknaan terhadap ketentuan konstitusi (Faiz Rahman, 2022).
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara agraria dapat dibaca
sebagai bagian dari perkembangan penalaran hukum mengenai
hubungan antara negara, tanah, sumber daya alam, masyarakat, dan
keadilan. Pemaknaan Mahkamah terhadap konsep penguasaan
negara, hak masyarakat hukum adat, fungsi sosial tanah, kepentingan
umum, dan kepastian hukum menunjukkan bahwa putusan tidak
hanya lahir dari hubungan logis antara teks norma dan fakta
(Mandasari, 2014). Putusan juga lahir melalui proses penimbangan
berbagai prinsip dan nilai yang terkandung dalam konstitusi.

Persoalan penalaran hukum semakin kompleks Kketika
pendekatan legalistik yang menempatkan teks sebagai titik akhir
berhadapan dengan kenyataan sosial yang lebih kompleks daripada
rumusan norma (Shidarta, 2013). Penerapan norma secara formal
dapat menghasilkan kepastian hukum, tetapi kepastian tersebut
belum tentu menghasilkan keadilan substantif. Hakim yang berupaya
mencapai keadilan substantif juga menghadapi persoalan mengenai
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Pendahuluan

Perkembangan restorative justice dalam sistem peradilan pidana
Indonesia mencerminkan pergeseran orientasi penyelesaian perkara
dari pendekatan yang menitikberatkan pada penghukuman menuju
pendekatan yang mengutamakan pemulihan (Fadillah & Corputty,
2025). Namun, pelembagaan keadilan restoratif juga menghadirkan
persoalan Kketika proses yang secara filosofis menekankan
kesukarelaan, dialog, dan partisipasi para pihak dilaksanakan dalam
kerangka kewenangan institusi penegak hukum. Persoalan tersebut
menjadi relevan pada tahap penuntutan, ketika jaksa tidak hanya
memiliki kewenangan menentukan kelanjutan perkara pidana, tetapi
juga menjalankan fungsi fasilitasi perdamaian antara korban dan
tersangka.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 secara eksplisit
menempatkan penuntut umum sebagai fasilitator dalam proses
perdamaian. Konstruksi tersebut memperlihatkan adanya peran
ganda jaksa sebagai pengendali perkara sekaligus pihak yang
memfasilitasi penyelesaian konflik. Meskipun kewenangan tersebut
memiliki dasar hukum, terdapat persoalan mengenai jaminan
imparsialitas dan kompetensi fasilitasi, mengingat fungsi penuntutan
dan fasilitasi restoratif memiliki karakter yang berbeda. Penuntutan
berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan negara atas perkara
pidana, sedangkan fasilitasi restoratif menuntut kemampuan
membangun dialog yang setara, menjaga Kkesukarelaan, dan
memastikan bahwa kesepakatan merupakan hasil kehendak para
pihak. Perbedaan karakter tersebut berpotensi menimbulkan
ketegangan fungsional, terutama apabila kewenangan institusional
memengaruhi kebebasan para pihak dalam menentukan bentuk
pemulihan.

Persoalan tersebut semakin relevan apabila dikaitkan dengan
kompetensi profesional fasilitator. Temuan terbatas penelitian
lapangan penulis menunjukkan adanya jaksa yang melaksanakan
keadilan restoratif tanpa pernah mengikuti pendidikan atau pelatihan
khusus mediasi. Meskipun keadaan ini tidak serta-merta
menunjukkan ketidakmampuan jaksa, temuan tersebut memunculkan
pertanyaan mengenai kecukupan standar kompetensi dan jaminan
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kualitas proses restoratif. Padahal, Basic Principles on the Use of
Restorative justice Programmes in Criminal Matters melalui Resolusi
ECOSOC 2002/12 menekankan pentingnya imparsialitas,
penghormatan terhadap martabat para pihak, serta pemahaman dan
pelatihan yang memadai bagi fasilitator (Ardian Aminullah & Nawawi
Arief, 2020). Dengan demikian, persoalan fasilitasi tidak cukup dinilai
dari kewenangan formal, tetapi juga harus mempertimbangkan
kemampuan profesional dan perlindungan terhadap prinsip-prinsip
restoratif.

Dalam perspektif hukum progresif Satjipto Rahardjo, hukum
harus ditempatkan sebagai sarana untuk melayani manusia dan
mewujudkan keadilan substantif, bukan semata-mata menjalankan
prosedur kelembagaan (Sahputra, 2022). Pemikiran tersebut
memberikan dasar untuk meninjau kembali desain fasilitasi keadilan
restoratif agar tidak terjebak dalam orientasi administratif
penyelesaian perkara. Oleh karena itu, keterlibatan fasilitator
independen layak dipertimbangkan sebagai alternatif pembaruan
tanpa menghilangkan kewenangan penuntut umum dalam
menentukan kelanjutan perkara. Berangkat dari persoalan tersebut,
tulisan ini mengkaji paradoks kewenangan penuntutan dalam
pelaksanaan keadilan restoratif dan menakar urgensi fasilitator
independen sebagai gagasan pembaruan yang berorientasi pada
keadilan substantif.

Restorative justice Dalam Perspektif Hukum Progresif

Pemikiran hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto
Rahardjo berangkat dari kritik terhadap cara berhukum yang terlalu
menempatkan aturan dan prosedur sebagai pusat penyelenggaraan
hukum. Dalam pandangan ini, hukum tidak dapat dipahami sebagai
sistem normatif yang terlepas dari kehidupan manusia, melainkan
harus ditempatkan sebagai instrumen untuk menghadirkan keadilan
dan kesejahteraan masyarakat. Satjipto Rahardjo melalui gagasannya
tentang hukum progresif menegaskan pentingnya orientasi
kemanusiaan dalam penyelenggaraan hukum, yakni bahwa hukum
hadir untuk manusia, bukan sebaliknya (Rahardjo, 2016b). Pemikiran
tersebut mengandung konsekuensi bahwa keberhasilan penegakan
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Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum didasarkan pada konstitusi dan tidak
semata-mata bergantung pada kekuasaan, suatu prinsip yang telah
diamanatkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Pembentukan undang-undang
merupakan salah satu manifestasi kekuasaan negara yang sangat
fundamental, berfungsi sebagai pilar utama dalam menciptakan
kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Proses pembentukan
undang-undang tersebut sering kali memunculkan dinamika
kompleks terkait dengan batas-batas kekuasaan antarlembaga
negara, khususnya antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.
Batas konstitusional kekuasaan Presiden dalam pembentukan
undang-undang menjadi krusial untuk memastikan bahwa setiap
produk hukum mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan supremasi
hukum yang dipegang teguh. Pengawasan terhadap kekuasaan
legislatif Presiden harus dilakukan secara cermat agar tidak terjadi
penyalahgunaan wewenang yang dapat mencederai prinsip negara
hukum. Implementasi nilai-nilai keadilan substantif menjadi tolok
ukur penting dalam proses legislasi, mengingat tujuan akhir hukum
adalah kesejahteraan rakyat.

Pengkajian terhadap mekanisme dan batasan ini memiliki
urgensi yang tinggi demi menjaga integritas sistem hukum nasional.
Diskusi mengenai hal ini memerlukan pendekatan yang mampu
menembus rigiditas formal hukum positif. Hal tersebut diperlukan
agar dapat mengakomodasi kebutuhan keadilan yang berkembang di
masyarakat.

Dalam konteks pembentukan undang-undang, pemikiran hukum
progresif menawarkan perspektif yang relevan untuk meninjau batas
konstitusional kekuasaan Presiden. Pemikiran hukum progresif
menantang paradigma hukum modern yang bersifat positivistik dan
legalistik, serta membebaskan diri dari keyakinan hukum
konvensional yang linear (Samsuri, 2021). Pendekatan ini
mengasumsikan bahwa hukum merupakan institusi yang bertujuan
membawa manusia pada kehidupan yang adil dan sejahtera, serta
membahagiakan masyarakat (Samsuri, 2021). Konsep ini menuntut
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pendekatan yang dinamis, responsif terhadap sosial, dan memiliki
keberanian untuk melakukan terobosan interpretif dengan
mengutamakan hati nurani, empati, dan keadilan substantif (Muslih &
Sahabudin, 2026). Penerapan hukum progresif oleh institusi seperti
Polri menunjukkan fokus pada pemulihan situasi dan pencapaian
resolusi yang adil melalui perdamaian (S., 2024). Pemikiran hukum
progresif menyediakan kerangka analisis yang memungkinkan penilai
tidak hanya berpegang pada teks konstitusi semata, tetapi juga
mempertimbangkan dampak sosial dan keadilan substansial dari
setiap kebijakan legislasi.

Meskipun terdapat berbagai kajian mengenai hukum progresif,
penelitian tentang penerapan pemikiran hukum progresif dalam
menilai batas konstitusional kekuasaan Presiden pada pembentukan
undang-undang masih belum banyak tersedia. Sebagian besar studi
tentang kekuasaan presiden cenderung berfokus pada aspek formal
ketatanegaraan atau analisis tekstual peraturan perundang-
undangan. Kajian hukum progresif di ranah ketatanegaraan memang
memiliki peran, khususnya berkaitan dengan politik hukum dan
pembangunan hukum yang tepat untuk Indonesia (Hakim & Rusjana,
2023). Pembahasan mengenai perpanjangan masa jabatan presiden
dari perspektif hukum progresif, misalnya, menunjukkan pentingnya
partisipasi publik dalam pengambilan keputusan (Hakim & Rusjana,
2023). Tulisan ini akan mengisi kesenjangan tersebut dengan
menganalisis secara mendalam bagaimana pemikiran hukum
progresif dapat digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi apakah
tindakan Presiden dalam proses legislasi telah melampaui batas-batas
konstitusionalnya.

Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana interpretasi
konstitusi dapat diperluas untuk mengedepankan keadilan substantif
dalam menghadapi dinamika kekuasaan eksekutif. Tulisan ini
bertujuan untuk menguraikan secara komprehensif konsep hukum
progresif sebagai kerangka analisis untuk menilai batas konstitusional
kekuasaan Presiden.

Kebaruan penelitian ini tidak terletak pada pemilihan variabel
secara terpisah, melainkan pada konstruksi kerangka integratif
konseptual yang menempatkan pemikiran hukum progresif sebagai
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Pendahuluan

Ruang hidup menjadi salah satu persoalan mendasar ketika arah
pembangunan berhadapan dengan kebutuhan masyarakat untuk
mempertahankan kehidupan yang layak. Perubahan fungsi wilayah,
pertumbuhan kegiatan ekonomi, dan meningkatnya kebutuhan
infrastruktur menghadirkan pilihan-pilihan yang tidak selalu mudah
bagi penyelenggara pemerintahan. Di balik setiap pilihan
pembangunan, terdapat konsekuensi terhadap kehidupan
masyarakat, keberlangsungan lingkungan, dan masa depan suatu
wilayah. Persoalannya bukan semata-mata bagaimana pembangunan
dapat dilaksanakan, melainkan bagaimana memastikan bahwa
perubahan yang berlangsung tidak menghilangkan hak masyarakat
untuk hidup dalam lingkungan yang sehat, aman, dan bermartabat.
Pertanyaan ini menjadi semakin penting ketika kepentingan ekonomi,
kebutuhan sosial, nilai-nilai lokal, dan daya dukung lingkungan tidak
selalu bergerak dalam arah yang sama.

Buku Hukum untuk Ruang Hidup: Transformasi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Menuju Tata Ruang Berkeadilan Ekologis
berangkat dari kebutuhan untuk menempatkan hukum sebagai bagian
dari upaya menjaga keseimbangan tersebut. Pembahasan di dalamnya
mengajak pembaca menelaah kembali bagaimana pemerintahan
daerah menjalankan perannya ketika keputusan mengenai ruang
membawa konsekuensi yang melampaui batas administratif dan
kepentingan pembangunan jangka pendek. Persoalan ini tidak hanya
menyangkut ketepatan pengaturan, tetapi juga tanggung jawab
terhadap masyarakat yang terdampak dan lingkungan yang menopang
kehidupan. Melalui perspektif tersebut, buku ini diharapkan dapat
memperkaya pemikiran hukum pemerintahan dan penataan ruang,
sekaligus membuka ruang bagi pendekatan pembangunan yang lebih
peka terhadap keadilan, keberlanjutan, dan hak generasi mendatang.

Hukum sebagai Ruang Hidup: Dimensi Ekologis

Kewenangan Pemerintahan Daerah

1. Ruang sebagai Objek Sekaligus Subjek Kebijakan Publik
Ruang bukan sekadar hamparan wilayah yang dapat dibagi, diberi
zonasi, dan dialokasikan untuk kepentingan ekonomi. Dalam
perspektif produksi sosial ruang Henri Lefebvre, (Zieleniec, 2018)
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ruang merupakan produk sosial yang dibentuk oleh praktik sosial,
relasi ekonomi, politik, budaya, dan kekuasaan, sekaligus menjadi
medium yang memengaruhi kehidupan sosial masyarakat
(Lefebvre, 2015). Dengan demikian, ruang tidak dapat dipahami
sebagai wadah fisik yang netral, melainkan sebagai produk dari
hubungan sosial, ekonomi, politik, dan kekuasaan yang sekaligus
membentuk kehidupan masyarakat. Lefebvre mencirikan ruang
sosial sebagai tiga serangkai yang diwakili tiga elemen, yaitu
Spatial practices (perceived spaces), Representations of spaces
(conceived space), dan Representational spaces (lived space)
(Ibadi, Roosandriantini, Hidayat, & Lestari, 2025).

Pemikiran Henri Lefebvre mengenai produksi ruang (the
production of space) memberikan landasan penting untuk
memahami bahwa ruang tidak terbentuk semata-mata melalui
penetapan batas wilayah, pembagian zonasi, atau keputusan
administratif pemerintah. Ruang merupakan hasil dari proses
sosial yang berlangsung melalui hubungan antara aktivitas
manusia, perencanaan institusional, dan pengalaman hidup
masyarakat.

Dalam perspektif hukum administrasi dan hukum tata ruang,
pemikiran Lefebvre dapat digunakan untuk memperluas ukuran
legalitas dan kualitas kebijakan publik. Pemerintah memang
memiliki kewenangan untuk merencanakan dan mengendalikan
pemanfaatan ruang, tetapi pelaksanaan kewenangan tersebut
harus mempertimbangkan hubungan antara kepastian hukum,
kepentingan masyarakat, dan perlindungan fungsi ekologis.
Rencana tata ruang yang sah secara formal belum dengan
sendirinya menjamin tercapainya keadilan substantif apabila
penyusunannya mengabaikan partisipasi masyarakat,
mengesampingkan kondisi ekologis, atau membebankan risiko
pembangunan secara tidak proporsional kepada kelompok
tertentu. Karena itu, kewenangan pemerintah dalam penataan
ruang perlu dijalankan bukan hanya sebagai kewenangan untuk
menetapkan peruntukan wilayah, melainkan juga sebagai
tanggung jawab untuk memastikan bahwa ruang tetap mampu
menopang kehidupan manusia dan keberlanjutan lingkungan.
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Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara manusia
berkomunikasi, bekerja, bertransaksi, dan membangun hubungan
sosial. Perubahan tersebut tidak hanya menjadikan perangkat atau
metode baru muncul, tetapi juga mengubah struktur interaksi sosial
serta menimbulkan persoalan baru terkait hak, tanggung jawab dan
tata kelola. Dengan demikian, disrupsi teknologi menimbulkan
tantangan bagi hukum, terutama ketika perubahan dalam kehidupan
masyarakat berlangsung lebih cepat daripada proses pembentukan
dan penyesuaian norma hukum. Akan tetapi, disrupsi tidak berarti
bahwa setiap inovasi teknologi selalu mengancam tatanan hukum.
Persoalan muncul ketika teknologi mengubah praktik sosial secara
mendasar sehingga asumsi, konsep, dan mekanisme hukum yang telah
ada tidak lagi sepenuhnya memadai. Fenomena ini sejalan dengan
pandangan bahwa teknologi digital dapat memengaruhi institusi dan
relasi sosial, sehingga respon hukum tidak cukup hanya
mengandalkan pendekatan yang mempertahankan pola pengaturan
lama (Mahfud, 2025).

Berdasarkan konteks tersebut, hukum progresif relevan sebagai
pemikiran hukum yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk
melayani manusia, bukan tujuan pada dirinya sendiri (Aulia, 2018).
Satjipto Rajhardjo menekankan pentingnya melihat hukum sebagai
institusi yang berorientasi pada manusia dan keadilan. Hal ini berarti
bahwa, respons hukum terhadap disrupsi teknologi tidak hanya untuk
mengejar perkembangan teknologi saja, melainkan untuk memastikan
bahwa perubahan tersebut tetap berada dalam kerangka
perlindungan manusia, kepentingan sosial, dan keadilan substantif
(Rahardjo, 2005).

Pemikiran tersebut membawa tulisan ini untuk membahas dua
permasalahan: (1) bagaimana disrupsi teknologi menimbulkan
tantangan terhadap kemampuan hukum dalam merespon perubahan
sosial; dan (2) bagaimana hukum progresif dapat berperan aktif untuk
mewujudkan hukum yang responsif terhadap disrupsi teknologi.
Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan karakteristik disrupsi
teknologi dan tantangannya bagi hukum, sekaligus merumuskan arah
konseptual bagi pengembangan hukum yang adaptif tanpa kehilangan

orientasi pada manusia dan keadilan.
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Disrupsi Teknologi dan Tantangan bagi Hukum

Disrupsi teknologi dapat dipahami sebagai perubahan yang
ditimbulkan oleh inovasi teknologi yang mengubah cara kerja, pola
hubungan, atau struktur yang sebelumnya sudah mapan (Mahfud,
2025). Berbicara mengenai inovasi, Christensen (1997) menjelaskan
disruptive innovation sebagai proses ketika inovasi tertentu
mengubah persaingan dan struktur pasar yang telah ada (Imerman &
Fabozzi, 2025). Dalam pembahasan hukum, konsep ini dapat
digunakan secara lebih luas untuk memahami perubahan teknologi
yang turut memengaruhi hubungan sosial, praktik kelembagaan, dan
kebutuhan pengaturan.

Disrupsi teknologi memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu
kecepatan perubahan, perluasan skala penggunaan, ketidakpastian
dampak, serta kemampuan mengubah praktik yang sebelumnya
dilakukan melalui mekanisme konvensional (Al-Busaidi et al., 2024).
Teknologi digital, misalnya, memungkinkan aktivitas berlangsung
lintas wilayah dan dalam skala besar, sementara dampaknya terhadap
masyarakat tidak selalu dapat diprediksi sejak awal. Oleh karena itu,
hukum menghadapi tantangan untuk mengenali persoalan baru tanpa
terburu-buru  menganggap setiap perkembangan teknologi
membutuhkan regulasi tersendiri.

Perkembangan teknologi turut mengubah hubungan antara
individu, masyarakat, organisasi, dan negara. Masyarakat
kontemporer semakin dibentuk oleh jaringan informasi yang
melampaui batas geografis dan kelembagaan (Castells, 2010). Dalam
kondisi tersebut, aktivitas ekonomi, komunikasi, dan pertukaran
informasi semakin bergantung pada sistem digital yang kompleks.

Perubahan ini membawa manfaat, seperti efisiensi, perluasan
akses informasi, dan terbukanya peluang inovasi. Namun, teknologi
juga dapat menimbulkan persoalan mengenai ketimpangan akses,
perlindungan hak, akuntabilitas, dan distribusi manfaat. Dengan
demikian, dampak teknologi tidak dapat dinilai hanya berdasarkan
efisiensi atau kemajuan teknis, tetapi juga perlu dilihat dari
pengaruhnya terhadap relasi sosial dan kelompok yang terdampak. Di
sinilah hukum berperan menjaga agar perubahan tidak mengabaikan
perlindungan manusia dan kepentingan masyarakat.
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Tanah Untuk Rakyat: Hukum Agraria Dan Jalan Progresif Menuju Keadilan Sosial

Pendahuluan

Tanah bukan sekadar objek yuridis yang diatur dalam pasal-pasal
undang-undang. Bagi sebagian besar rakyat Indonesia, tanah adalah
ruang hidup: tempat bertani, bermukim, mewarisi, dan membangun
masa depan. Namun paradoks yang terus berulang dalam sejarah
agraria nasional adalah bahwa tanah, yang semestinya menjadi
sumber kemakmuran bersama, justru kerap menjadi sumber
ketimpangan dan konflik berkepanjangan. Catatan Akhir Tahun 2024
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat sedikitnya 295
letusan konflik agraria terjadi sepanjang tahun 2024, meliputi wilayah
seluas 1,1 juta hektare dan berdampak pada 67.400 kepala keluarga
di 349 desa di seluruh Indonesia. Angka ini bukan sekadar statistik; ia
adalah potret hidup dari ketimpangan struktural yang terus berulang
di balik kemegahan proyek-proyek pembangunan nasional.

Ketimpangan ini bukan kebetulan sejarah, melainkan hasil dari
rangkaian kebijakan dan praktik hukum yang, secara sadar atau tidak,
lebih berpihak pada logika kapital ketimbang logika keadilan sosial.
Dalam kurun 2023-2025 saja, publik menyaksikan deretan konflik
agraria berskala nasional yang menyita perhatian luas: penolakan
warga Pulau Rempang, Batam, terhadap rencana relokasi massal demi
proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco-City seluas sekitar
17.000 hektare; sengketa lahan tambang emas Pani Gold Project di
Pohuwato, Gorontalo, yang berujung kerusuhan; konflik kebun plasma
sawit di Seruyan, Kalimantan Tengah; hingga polemik berkepanjangan
proyek PIK 2 di pesisir utara Jakarta yang juga berstatus PSN. Semua
kasus ini memperlihatkan satu pola yang sama: negara, melalui
instrumen hukumnya, berulang kali harus memilih antara akselerasi
investasi dan pemenuhan hak rakyat atas tanah, dan pilihan itu terlalu
sering jatuh pada yang pertama.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960
lahir sebagai koreksi atas warisan hukum agraria kolonial yang
dualistis dan eksploitatif. Boedi Harsono menegaskan bahwa UUPA
diniatkan sebagai revolusi hukum agraria nasional yang meletakkan
asas kerakyatan, kebangsaan, dan fungsi sosial hak atas tanah sebagai
fondasinya. Lebih dari enam dekade kemudian, dengan deretan
regulasi baru yang terus diterbitkan, yaitu mulai dari Undang-Undang
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Cipta Kerja, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang
Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, hingga pembentukan
Badan Bank Tanah, muncul persoalan yang tidak kunjung reda, justru
semakin tajam, yaitu cita-cita luhur UUPA belum sepenuhnya
terwujud dalam kehidupan nyata rakyat, bahkan di tengah gelombang
regulasi baru yang mengatasnamakan reforma agraria itu sendiri.

Tulisan ini berangkat dari keyakinan bahwa jawaban atas
persoalan tersebut tidak semata-mata terletak pada kekurangan
norma, melainkan pada cara hukum agraria dipahami, ditafsirkan, dan
dijalankan. Di sinilah gagasan hukum progresif yang dirintis Satjipto
Rahardjo menjadi relevan. Hukum progresif menolak pandangan
hukum sebagai sistem logis yang final dan tertutup; ia menuntut agar
hukum senantiasa dibaca dalam kaitannya dengan tujuan sosialnya
yang paling mendasar, yakni kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.
Dalam konteks agraria, cara berhukum semacam ini berarti membaca
kembali UUPA dan seluruh regulasi turunannya bukan sebagai teks
mati atau instrumen administratif semata, melainkan sebagai mandat
hidup untuk menata ulang relasi kuasa atas tanah demi keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bab ini disusun untuk menelusuri secara berurutan dan
mendalam: pertama, bagaimana hukum agraria positif Indonesia,
dengan segala capaian dan keterbatasannya serta regulasi-regulasi
termutakhir, berhadapan dengan realitas sosial ketimpangan tanah;
kedua, bagaimana mazhab hukum progresif menawarkan kerangka
berpikir alternatif untuk membaca kembali hukum agraria secara
lebih berkeadilan; ketiga, bagaimana wajah konflik agraria
kontemporer memperlihatkan kegagalan struktural yang berulang;
keempat, bagaimana reforma agraria pasca Perpres 62/2023, sebagai
salah satu perwujudan paling konkret dari cita hukum progresif di
bidang pertanahan, dapat didorong agar benar-benar sampai kepada
rakyat yang berhak; dan kelima, apa saja tantangan implementasi
serta tawaran solusi kebijakan yang presisi dan dapat dieksekusi.
Dengan menenun kelima hal tersebut, tulisan ini hendak
menunjukkan bahwa jalan progresif dalam hukum agraria bukan
sekadar wacana akademik, melainkan tawaran arah kebijakan yang
mendesak dan konkret untuk terus diperjuangkan.
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Pembaharuan hukum, sebagaimana sering saya sampaikan, harus
ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy-
oriented approach) sekaligus berorientasi pada nilai (value-oriented
approach). Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada law
enforcement, tetapi harus menjadi justice enforcement. 1de
keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan individu, antara
perlindungan korban dan pembinaan pelaku, serta antara kepastian dan
keadilan, yang kini dianut KUHP Nasional, menuntut aparat penegak
hukum untuk tidak sekadar menerapkan pasal, tetapi juga menimbang
nilai.

‘ ‘ Keberagaman persoalan yang dibicarakan dalam buku ini

Prof. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum.

memperlihatkan bahwa hukum tidak pernah bekerja dalam ruang sosial
yang seragam. Di dalam masyarakat terdapat berbagai tatanan normatif
yang bersumber dari negara, adat, agama, maupun praktik
kelembagaan. Keberadaan norma-norma tersebut menghadirkan
kenyataan pluralisme hukum, sekaligus menimbulkan pertanyaan
mengenai bagaimana hubungan antarnorma itu seharusnya
dibangun.Pluralisme hukum tidak cukup dipahami sebagai pengakuan
bahwa masyarakat memiliki lebih dari satu tatanan normatif. Persoalan
yang lebih mendasar justru muncul ketika tatanan-tatanan tersebut
saling berhadapan. Pengakuan terhadap hukum adat, misalnya, dapat
bersinggungan dengan perlindungan hak individual. Demikian pula,
kewenangan negara dalam pengelolaan sumber daya alam dapat
bertemu dengan tuntutan perlindungan lingkungan dan hak masyarakat
atas ruang hidupnya.

‘ ‘ Memahami hukum progresif seperti menebar jala mencari ikan, ada

Prof. Dr. Sukirno, S.H., M.Si.

kurnia pustaka
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yag dapat 10 ada yang dapat 6. Namun berapapun yang didapat itu
semua merupakan kata kunci hukum progresif. Shidarta
mengidenfitikasi 10 kata kunci hukum progresif, yaitu: hukum untuk
manusia; pro rakyat dan pro keadilan; untuk kebahagiaan dan
kesejahteraan; selalu dalam proses menjadi (law as a process, law in
the making); menekankan hidup baik; memiliki tipe responsif;
mendorong peran publik; negara hukum berhati-nurani; menjalankan
hukum dengan kecerdasan spiritual; merobohkan, mengganti dan
membebaskan. Tanya mendeteksi 7 kata kunci hukum progresif,
yakni: hukum untuk manusia; pro rakyat dan pro keadilan; mencapai
kesejahteraan dan kebahagiaan; menekankan hidup baik; berwatak
responsif, berhati-nurani; dan dijalankan dengan kecerdasan spiritual.
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